BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA - :
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -

' BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemei*intah merupakan
salah satu unsur manajemen .pemerintah yang penting
dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang
baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab maka dlperlukan pengawasan oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemermtah (AP’IP] yang
berkualitas; :

b. bahwa dalam rangka mewu_]udkan pengawasan APIP
yang berkualitas sesuai dengan mandat audit masing-
masing APIP dan standar audit APIP, diperlukan
sistem pengendalian mutu audit; -

c. bahwa berdasarkan pert1mbangan sebagalmana di
maksud dalam huruf. a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan, Bupati- tentang Pedoman
Kendali Mutu Audit Inspektorat Daerah - Kabupaten
Bolaang Mongondow;

Mengingat . Unda_ng-Undang Nomor - 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat . II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indone&aa Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara ‘Republik
Indonesia Nom01 1822); :

2. Undang-Undang Nomor 28',"Tahu11 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ({(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran ' Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun' 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran. Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Y
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S Undang-Undang..... }, ......




Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.

Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten

‘Bolaang Mongondow.

Kendali mutu dalam audit oleh _ Inspektorat adalah
metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa
Inspektorat dan Auditornya/Pengawas Pemerintahan telah
memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi
maupun pihak lainnya.

Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal
untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani
oleh Auditor/Pengawas Pemerintahan.

Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan
nilai yang digunakan oleh Auditor/Pengawas
Pemerintahan sebagai pedoman tingkah laku dalam

- melaksanakan tugas pengawasan.

. Pengawasan intern adalah seluruh proses keglatan audit,

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang

‘memadai bahwa kegiatan .telah 'dilaksanakan sesuai

_dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif

| 10.

11.

12,

13.

dan efisien untuk kepentingan ‘pimpinan dalam
mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik.

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif
dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi,
dan keandalan 1nformas1 pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi pemerintah.

Reviu adalah penelaahan. ulang buktl bukU suatu
kegiatan untuk memastikan bahwa keg1atan tersebut
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar,
rencana, atau norma yang telah d1tetapkan ‘

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selam utnya
disingkat APIP adalah instansi : pemerintah yang
mempunyai tugas pokok ‘dan 'fungsi' melakukan
pengawasan.

Pemantauan adalah proses pemleuan kemajuan suatu
program/kegiatan dalam mencapal tujuan vang telah
ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan

- hasil/prestasi suatu kegiatan deng’an"standar rencana,

14.

15.

16.

atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan
faktor-faktor yang mempengaruhi’ . keberhasilan atau
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Audit kinerja adalah audit yang terdiri atas aspek ekonomi
dan efisiensi serta audit aspek efektivitas.

Audit investigatif adalah proses. mencari, menemukan,
dan mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang
bertujuan mengungkapkan terjad1 atau tidaknya suatu
perbuatan dan pelakunya. guna dllakukan tindakan

~hukum selanjutnya.
Auditor adalah Pegawai Neger1 Slpﬂ yang mempunyai

jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang
diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan
pengawasan pada instansi pemenntah untuk dan atas

- nama Inspektorat.

Y



Menetapkan

10.

11,

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan:- Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 - Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan = Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah .(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 . Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua. Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern. Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4890); '

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang
Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009
tentang Pengendalian Mutu . Aud1t Aparat Pengau\ asan
Intern Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam. Negerl Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
(Berita Negara Republik Indonesm Tahun 2015 Nomor
2036);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG. PEDOMAN KENDALI MUTU

AUDIT INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW. E 2 B
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimai{sud dengan ;

8
2;

Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

)



17.

18,

19.

20.

21;

22,

23.

24.

25.

Auditor investigatif adalah auditor yang memenuhi
kualifikasi dan diberi wewenang uutuk melakukan audit
investigatif.

Auditi adalah orang/1nstan31 pemermtah yang diaudit
oleh Inspektorat. !

Instansi pemerintah adalah u_nsur'_ penyelenggara
pemerintahan daerah. i :

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah /lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan
serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang  dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah.

Risiko adalah kondisi atau hal-hal yang dapat mencegah
atau menghambat tercapainya: tujuan.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 2

Pedoman Kendali Mutu Audit In'spektorat Daerah disusun
menurut sistematika sebagai benkut
BabI : Pendahuluan

Berisi dasar pemikiran, maksud dan tujuan,
ruang lingkup serta landasan hukum dan

: referensi.
BabIl : Pedoman Penyusunan Rencana Strategis
' Berisi penyusunan . rencana strategis,
pernyataan visi, misi, dan tujuan serta
kewenangan dan tanggung jawab.

BabIll: Pedoman Pengendahan Mutu Perencanaan Audit

Inspektorat
Berisi penetapan besara_,n resiko untuk seluruh
auditi dan peta audit, penyusunan kegiatan
rencana strategi dalam rencana audit jangka
menengah lima tahunan. .

BabIV: Pedoman Pengendalian Mutu Penyusunan’ Rencana

dan Program Kerja Audit - | _
Berisi pengendalian mutu atas . penyusunan

rencana dan program kerja audit, koordinasi
dengan auditi.

BabV : Pedoman Pengendalian Mutu Superv131 Aud1t

Berisi pengendalian supervisi oleh penanggung
jawab teknis dan penanggung Jawab



Bab VI: Pedoman Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit

: Berisi pengendalian waktu audit,  kesesuaian
dengan program Kkerja audit, temuan audit,
dokumen hasil audit, kesesuaian dengan
standar audit. ' '

Bab VII : Pedoman Pengendalian-Mutu Pelaporan Audit
Berisi pengendalian atas penyusunan konsep
laporan, dan finalisasi serta distribusi laporan.

Bab VIII : Pedoman Pengendalian Mutu Pemantauan Tindak

Lanjut Hasil Audit g S
Berisi kewajiban  melaksanakan  tindak
lanjut, prosedur pemantauan. tindak lanjut.

Bab IX : Pedoman Pengendalian Mutu' Tata Usaha dan

Sumber Daya Manusia N
Berisi tujuan  ketatausahaan, lingkup
tugas ketatausahaan, tujuan kearsipan, jenis
arsip, pengelolaan sumber daya manusia dan
penilaian kinerja . .auditor/pengawas
pemerintahan. 3 '

BAB III k.
ISI DAN URAIAN PEDOMAN KENDALI
MUTU AUDIT '
Pasal 3

Uraian Pedoman Kendali Mutu'Audit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, tercantum dalam -Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam melaksanakan audit, setiap Auditor wajib berpedoman
pada Pedoman Kendali Mutu Audit guna memastikan bahwa
audit yang dilaksanakan sesuai dengan. kode etik APIP dan
standar audit APIP.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. S L ’
Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan_ penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan'di Lolak
Padatanggal 1-.2- 2018 A
BUPATI BOLAANG MONGONDOW, [ ~

aﬂ_ﬁ

EPREDJ O MOKCAGOW

ASTI |

M G)LLANG
BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018 '
NOMOR .0.§ '



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW -

NOMOR : (06 TAHUN 2018 :

TANGGAL : |- Z - 2018

TENTANG : PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT INSPEKTORAT
- KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen
pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang
baik. Sebagai salah satu APIP, Inspektorat sebagai pelaksana pengawasan
intern pemerintah daerah harus mampu merespon secara aktif terhadap
berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi baik di bidang politik, di
bidang ekonomi maupun di bidang sosial melalui program dan kegiatan yang
ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan daerah. Perubahan yang
terjadi akibat dinamika tuntutan masyarakat tercermin dari penetapan
peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan tata kelola
kepemerintahan yang baik dan peningkatan . p'eran daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan. -

Pelaksanaan pengawasan intern yang dﬂakukan oleh Inspektorat tidak
terbatas pada fungsi audit, tetapi juga fungsi pembinaan terhadap
pelaksanaan pemerintahan di daerah untuk kepentingan Bupati dalam
melaksanakan pemantauan terhadap kmerja unit organisasi yang ada
didalam kepemimpinannya. :

Kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat perlu didukung dengan
peraturan perundang-undangan dan pedoman.tentang pengawasan intern
pemerintah yang merumuskan ketentuan—kete'ntuan' pokok dalam bidang
pengawasan intern pemerintah dalam rangka menjamin terlaksananya
pengawasan intern pemerintah yang efisien dan efektif. Kementerian Negara
PAN pada Tahun 2007 telah melakukan penyusunan kode etik dan standar
audit APIP dan telah menerbitkannya dalam bentuk Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/041M.PAN/03/2008
tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan
Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengendalian Mutu Pengawasan Intern Pemerintah. Dengan Berdirinya
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), Standar Audit dan Kode
Etik APIP yang kemudian digunakan adalah berdasarkan Keputusan AAIPI
Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor
Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia,
dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

{,.r
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Penyusunan Kode Etik APIP dan Standar -Audit APIP serta Pedoman
Kendali Mutu Audit APIP tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan audit
berkualitas, siapapun yang melaksanakannya diharapkan menghasilkan suatu
mutu audit yang sama ketika auditor/pengawas pemenntahan melaksanakan
auditnya sesuai dengan kode etik dan standar audit yang bersangkutan. Untuk
memastikan suatu audit yang sesuai dengan kode etik: dan standar audit yang
bersangkutan perlu dibuat suatu sistem pengendahan berupa kendali mutu
pelaksanaan audit. : ‘

Sistem pengendalian mutu audit tersebut merupakan suatu prosedur dan
reviu pengendalian yang harus dilakukan yang meliputi kebuakan prosedur dan
program pengendalian sebagaimana tercantum pada standar audit APIP.

Oleh karena itu, perlu disusun Pedoman Kendali M.u'tpl Audit bagi Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat, yang selanjutnya disingkat
PKMAI, yang terdiri dari prosedur-prosedur yang dlgunakan untuk memastikan
bahwa Inspektorat telah memenubhi tanggung Jawab profesmnalnya kepada auditi
dan pihak lamnya :

B. Maksud dan Tujuan

Dlsusunnya PKMAI 1n1 dimaksudkan untuk memecahkan berbagai
masalah berlkut ini:

a. ketidakefektifan pengawasan intern,;

b. proses audit yang tidak transparan; - .

c. kualitas dan integritas =~ auditor/pengawas pemerintahan yang kurang
memadai; :

d. pelaksanaan audit yang kurang terjamin mutunya sehingga tidak
mencapai tujuan pelaksanaan audit; dan

e. belum adanya pedoman kendali mutu audit yang mendukung agar audit
dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Tujuan disusunnya PKMAI ini adalah memastikan bahwa audit yang
dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan kode etik dan standar audit.

C. Ruang Lingkup

Kegiatan utama Inspektorat meliputi audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi
dan konsulta31 PKMAI ini hanya mengatur kendali mutu atas kegiatan audit
yang dilakukan oleh Inspektorat sehubungan dengan telah diterbitkannya
kode etik APlP dan standar audit APIP. :

BABII..... w .........




BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

A. Latar Belakang

Setiap organisasi harus mempunyai tujuan, démikian pula APIP harus
mempunyai tujuan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka
pendek‘ ‘Penetapan tujuan ini sangat penting, baik sebaga1 arahan jalannya
orgamsam maupun untuk mengukur keberhasilan organisasi.

Berbaga1 peraturan menetapkan bahwa unit organisasi eselon | dan II
harus menyusun rencana strategis, misalnya seperti yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 teritang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( (AKIP), yang menyebutkan bahwa
setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis untuk
melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemermtah sebagai wujud
pertanggun.awabannya

B. Standar Audit Terkait

‘Standar audit yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana
strategis pengawasan serta pernyataan visi, misi, dan tujuan serta
kewenangan dan tanggung jawab Inspektorat adalah bahwa:

1. Inspekté)rat harus menyusun rencana pengaWasah tahunan dengan
prioritas keglatan yang mempunyai risiko terbesar dan . selaras dengan
tujuan organ1sa51 : ;

2. Inspek‘torat wajib menyusun rencana strategis lima tahunan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. _—

3. Visi, misi, dan tujuan, serta kewenangan, dan tanggung jawab Inspektorat
harus dmyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh
pimpinan organisasi. ' :

C. Maksud dan Tﬁjuan

Pedoman penyusunan rencana strategis .dima‘ksudkan' untuk
memberikan panduan bagi Inspektorat dalam nienetapkan visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, program dan kegiatan yang merupakan rujukan
pelaksanaan kegiatan Inspektorat dan agar auditi. dapat mengetahw visi,
misi, dan tujuan serta kewenangan dan tanggung Jawab Inspektorat



Pedoman ini bertujuan agar Inspektorat mempunyai rencana strategis
yang akan dipergunakan sebagai dasar kegiatan pengawasan dan keberadaan

 Inspektorat diketahui serta dipahami oleh auditi.

D. Penyusunan Rencana Strategis
Rencana Strategis yang disusun oleh Inspektorat rnencakup visi, misi,
tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan.
Prosedur.l'L 'pehyusunan rencané strategis dapat diu;‘aika.n sebagal berikut:
1. Menetapkan visi " o
a. Visi yang berupé pernyataan umum tujuan yang hendak dicapai pada
akhir periode perencanaan jangka panjang; | | |
b. Visi hehdék’nya disusun dengan memperhatikan keselarasannya dengan
visi dan misi organisasi dah disusun melalui 'prosés_‘.perumu_san oleh
pimpinan Inspektorat dengan meminta. masukan dari Iﬁimpinan di
bawahnya baik struktural maupun fungsional éérta sumber lainnya
yang berkaitan; dan | N |

~ c. Visi dibuat secara singkat, jelas dan padat.

2. Menetapkan misi g
a Misi menipakan penjabaran dari visi dalam rangka upaya mewujudkan
 visi yang telah ditetapkan; dE
b. Misi disusun melalui proses perumusan seluruh Jajaran Inspektorat
berdasarkan visi yang telah ditetapkan; dan- '
TR Misi disusun secara singkat, jelas dan padat sérté_ dapat frierujul{ pada
visi yang telah ditetapkan. g ] |
3. Menétapkan tujuan dan sasaran
a. Tujuan dan sasaran pengawasan dlrumuskan oleh Jajaran Inspektorat
berdasarkan visi dan misi yang telah dltetapkan '
b. Tuguan dan sasaran dibuat secara smgkat_dan jelas; dan '.
c. Sa$aran sudah harus mempunyai indikator yang'c’i_‘apat d1ukur
4. Menétapkan strategi ‘l
a. Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, kenﬁudian mefﬁmuskan strategi
untuk menéapai tujuan dan sasaran yan g_telahl:dite‘.capkan;‘
b.Hasil rumusan tersebut dikomunikasikan - _kepédé auditi untuk
memperoleh masukan; :

c. Berdasarkan masukan di atas, maka strategl pengawasan dnumuskan
kemba.h, dan |

-
A

| d.Strategi...f." .........



Gambar I di bawah ini.

d. Strategi yang telah dirumuskan dibagi habis kepada seluruh unsur unit
yang melakukan fungsi audit yang akan bertmdmc sebagai penanggung
jawab pelaksanaan pengawasan.

Inspektorat menyusun matriks yang memperhhatkan hubungan strategi

penanggung jawab pelaksanaan pengawasan dan sasaran pengawasannya.

5. Menetapkan program

O Inspektorat memilih program Kkegiatan 'ibengawasan yang akan
dilakukannya berdasarkan strategi yang telah dltetapkan

6. Menetapkan kegiatan

D Inspektorat menyusun Kkegiatan yang akan d1laksanakan berdasarkan
program yang telah ditetapkan. » :

Prosedur tersebut di atas dapat digambarkan. sebagalrnana terdapat pada

T :> | TUJUAN/SASARAN

~ PENGAWASAN

|

L PROGRAM <:l (" SASARAN

- KEGIATAN

~

Gambar 1: Penyusunan Rencana Stfategié

Rencana strategis yang mencakup visi, miéi, tujuan, sasaran, strategi,
program, dan kegiatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Matriks yang memperlihatkan hubungan strategi, pelqangguilg jawab
pelaksanaan pengawasan, dan sasaran pengawasannya yang dituangkan ke
dalam sebuah formulir tujuan, sasaran dan strategi- pengawasan dapat
dilihat pada Lampiran 1.

Penyusunan Pernyataan Visi, Misi, Dan Tujuan Serta Kewenangan Dan
Tanggung Jawab '

Inspektorat harus menyusun pernyataan visi, misi, dan tujuan serta
kewenangan dan tanggung jawab untuk diketahui oleh seluruh jajaran auditi
yang menjadi obyek auditnya. :

Pernyataan tersébut dibuat berdasarkan visi, misi dan tujuaﬁ yang telah
ditetapkan serta kewenangan dan tanggung Jawab yang merupakan tugas

pokok dan fungsi Inspektorat.

Pernyataan tersebut ditandatangani omh Inspektur dan disahkan oleh

BAB HI....] .......

Bupati.



BAB III

PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU PERENCANAAN,‘AUDIT

A. Latar Belakang

Inspektorat mempunyai kewenangan untuk melakukan audit pada
auditi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Institusi
yang diaudit biasanya relatif tetap, namun ukuran besar dan kegiatannya
bervariasi. Kondisi seperti itu mendukung penyusunan perencanaan audit
yang lengkap dan tepat berdasarkan ukuran risiko masing-masing auditi.
Auditi yang mempunyai ukuran risiko sangat tinggi diperiksa lebih sering
dan lebih dalam dibandingkan dengan auditi yang berisiko lebih rendah.

Suatu auditi yang berisiko rendah dapat diaudit minimal selama 3
(tiga) hari, dengan pertimbangan hari I mereviu pengendalian yang
dilaksanakan, hari ke II memeriksa pelaksanaan kegiatan, keuangan dan
fisik dan hari ke Il mengkomunikasikan hasil audit. Hari pelaksanaan audit
pada umumnya minimal 10 (sepuluh) hari kerja. :

B. Standar Audit Terkait

Standar audit yang terkait dengan pengendahan mutu perencanaan
audit adalah:

1. Inspektorat harus menyusun rencana pengawasain' tahunan dengan
prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras
dengan tujuan organisasi.

2. Inspektorat harus mengkomunikasikan rencana pengawasan tahunan
kepada pimpinan organisasi dan unit-unit terkalt '

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman pengendalian mutu perencanaan audit ini dimaksudkan
untuk memberikan panduan bagi Inspektorat dalam menyusun perencanaan
audit pada tingkat instansi yaitu dalam menentukan auditi, tujuan audit,
tenaga auditor/pengawas pemerintahan, waktu audit, biaya perjalanan dan
hasil auditnya untuk satu tahun. : : _

Pedoman ini mempunyai tujuan agar Inspektorat mempunyai rencana
audit yang rinci dan lengkap, baik jangka menengah lima tahunan maupun
jangka pendek tahunan serta memastikan ukuran bagi pencapa1a.n kinerja
Inspektorat terhadap jumlah auditi dalam lmgkup tugas /kewenangann\ a.

| o <
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D. Peneta;}an Besaran Risiko Untuk Seluruh Auditi Dan Peta Audit

Penetapan besaran risiko akan menentukan auditi yang akan diaudit.
Oleh karena itu penetapan risiko ini merupakén hal yang sangat penting
untuk dibuat. Dalam rangka mempermudah pengukuran risiko rentang
angkanya lebih baik dibuat kecil, misalnya 1, 2, 3 dan 4 atau dalam kualitas
adalah rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Pembuatannya minimal
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Inspektorat harus membuat peta auditi.

2. Inspektorat harus menetapkan besaran risiko atas seluruh auditi.

3. Setiap auditi ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsur-unsur risiko
yang berkaitan. Unsur-unsur risiko ini jangan terlalu banyak ataupun
terlalu sedikit. Unsur-unsur risiko tersebut antara lain:

a. Suasana yang berhubungan dengan etika dan tekanan yang dihadapi
manajemen dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

Kompetensi, kecukupan dan integritas pegawai.

Ukuran harta dan volume transaksi.

Kondisi finansial dan ekonomi. R

Kérumitan atau mudah berubahnya kegiatan. .

Dampak dari konsumen, rekanan -dan ' perubahan kebijakan

pemerintah. ;

Tingkat penggunaan komputer untuk pengolahan 1nf0nna31

Penyebaran operasi secara geografis.

Kecukupan dan keefektifan pengendalian intern. :

Berbagai perubahan organisasi, operasi, teknolog1 atau ekonomi.

Pertimbangan profesi manajemen. ‘

Dukungan terhadap temuan audit dan tmdakan perba1kan yang

dilakukan. : -

m. Periode dan hasil audit terdahulu.

n. Jarak auditi. T .

Selain unsur risiko seperti di atas dapat juga digunakan pengukuran

risiko dari unsur risiko bawaan atau melekat dan risiko perigendalian.

Mo Qo g
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4. Besaran risiko auditi dirumuskan dengan rrllemin'tar masukan dari auditi,
dan jika auditi memiliki unit pengelola risiko maka unit tersebut dijadikan
sebagai sumber masukan utama.

5.Inspektorat selanjutnya menyusun peta audit - pada_ lingkungan
organisasinya, yang meliputi auditi, besaran risiko, tenaga auditor, tenaga
tata usaha, sarana dan prasarana, serta dukungan dana.

6. Penetapan besaran risiko tiap auditi dllakukan setahun sekali pada saat
penyusunan rencana audit tahunan. :

Formulir peta audit APIP dapat dilihat pada Lampiran 2.
'y

E. Penyusunan... ,’7 .....



E. Penyusunan Kegiatan Rencana Strategis. Dituangkan Dalam Rencana

Audit Jangka Menengah Lima Tahunan

" Unit yang melaksanakan fungsi perencanaan Inspektorat membuat
rencana audit jangka menengah lima tahunan berdasarkan rencana
strategis dan data peta audit. | ‘

' Berdasarkan penetapan sasaran, strategi dan program serta peta
audit disusun rencana audit lima tahunan yang dijabarkan dalam obyek
audit berupa entitas, program, dan kegiatan.

- Berdasarkan rencana strategis yang telah dltetapkan -masing-
masing obyek audit yang telah didaftar dlaloka31kan untuk tahun mana
akan dilaksanakan. :

Rencana audit lima tahunan dltetapkan oleh Inspektur Formuhr
rencana lima tahunan dapat dilihat pada Lampiran 3.

Penyusunan Program Kerja Audit Tahunan

Prosedur penyusunan program kexja_'au"di't ‘,tahunan- dilakukan

. sebagai berikut:

1. Penanggungjawab perencanaan menyusun: dan- mengmmkan usulan
rencana audit berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan
kepada pejabat setingkat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
audit. Usulan rencana audit tahunan tersebut difuangkan dalam
formulir Usulan Program Kerja Audit Tahunan (UPKAT).

2. Penanggungjawab perencanaan mengkoordinasikan rencana audit
tahunan dengan pejabat setingkat yang "bertang‘gungjawab atas
pelaksanaan audit di unit APIP untuk mendapat tanggapan dan saran
sehingga dicapai kesepakatan rencana -audit tahunan, baik tujuan
maupun beban pemeriksaan. Hasil koordinasi yang telah disepakati
dituangkan ke dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).

3. Inspektur menetapkan Program Kerja Auch‘t Tahunan Inspektorat.

Formulir Usulan Program Kerja Audit Tahunan (UPKAT) dapat dilihat
pada Lampiran 4.

Formulir untuk Program Kerja Audit Tahunan dapat dlhhat dalam
Lampiran 5. :

Unit yang melaksanakan fungsi perencanaan mendlstrlbu sikan PKAT
yang telah disahkan kepada Inspektur dan masing-masing unit yang

melaksanakan fungsi audit serta unit yang melaksanakan fungsi tata
usaha.

PKAT yang telah disahkan dikirimkan‘_kepada Bupati yang
berwenang untuk menetapkan kebijakan pengawasan daerah dan
mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengawasan daerah agar
tidak terjadi pengawasan yang tumpang tindih. '



Bagan arus penyusunan PKAT tampak pada Gafnbé.rQ di bawah- ind.

Unit yang Unit yang
: Unit
Melaksanakan | Melaksanakan | = W
Pelaksana Inspektur Bupati
Fungsi Fungsi Tata '
Audit
Perencanaan Usaha B
_ USULAN é
RENCANA |
I
|
|
i
I
|RENCANA
o SAHS RENCANA
SAH
* . RENCANA
SA j

BAB IV..4

‘-u,ﬂm-‘"f



S BAB IV |
" '~ PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU PENYUSUNAN RENCANA
DAN PROGRAM KERJA AUDIT

A. Latar Belakang

Audit merupakan bagian yang tidak ferpiéahkan . dari upaya
| manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu tahapan yang
‘ diperlukan dalam audit yang baik adalah penyusunan rencana dan program
kerja audit pada tingkat tim audit yang memenuhi kriteria dan rnemadai.
\

, Uraian mengenai penyusunan rencana dan program kerja audit pada

tingkat tim audit adalah: A K :

1. Penyusunan rencana dan program Kkerja audit’ pada tun audit adalah
proses perencanaan yang dilakukan oleh tim aud1t sebelum melaksanakan
‘tugas audit; T

2. Berdasarkan rencana audlt tim audit menyusun program kerja audit; dan

3. Penyusunan rencana dan program kerja audlt.pada tingkat tim audit ini
harus dibuat untuk setiap penugasan yang diberikan.

B. Standar Audit Terkait

Standar audit yang terkait dengan penyusunan rencana audit pada
tingkat t1m audit adalah: : ’

1. Dalam setiap penugasan audit kinerja, auditor’ ha_rus menyusun rencana
audit; . ;

2. Pada saat membuat rencana audit, auditor/ pengawas pemermtahem harus
menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya;
3.Pada saat rnerencanakan pekerjaan audit kinerja,‘_auditor/ pengawas

pemerintah harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk sistem
pengendalian intern dan ketidakpatuhan . auditi terhadap peraturan
perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse); dan
4.Dalam  setiap penugasan audit invesﬁgatjf -auditor/pengawas
pemerintahan harus menyusun rencana aud1t Rencana audit tersebut
harus dievaluasi dan, bila perlu, dlsempurnakan selama proses audit
investigatif berlangsung sesuai dengan perkembangan hasil audit
-investigatif di lapangan. '

C. Maksud dan Tujuan

Peddman pengendalian mutu penyusunan rencana dan program kerja
audit pada tingkat tim audit dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi
auditor/pengawas pemerintahan dalam mengendalikan mutu bagi kegiatan
penyusunan rencana dan program kerja audit. ' :

Pedoman ini disusun dengan tujuan agar -auditor/pengawas
pemerintahan mampu menyusun rencana dan program kerja audit yang
baik. :

D. Pengéndalian}f. .




D. Pelngend'alian Mutu Atas Penyusunan Rencana Dar‘xA.Pr'ogr‘am Kerja

Audit Pada Tingkat Tim Audit

Dalam menyusun rencana dan program kerja; audit pada tingkat tim

audit, tim audit harus melakukan kegiatan penetapan sasaran, ruang
11ngkup, metodologi dan alokasi sumber daya dengan mempertlmbangkan

1

2.
3.

-l L

i

Laporan hasil audit sebelumnya, tindak lanjut’ atas rekomendasz yang
material berkaitan dengan sasaran audit; - '

Sasaran audit dan pengujian yang diperlukan; _

Kriteria yang digunakan untuk mengevaluam orgamsasx program,
aktivitas dan fungsi, :

Sistem pengendalian intern termasuk aspek hngkungan ‘

Kemungkinan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku;

Pemahaman hak dan kewajiban, hub ungan tlmbal balik dan manfaat
audit bagi kedua pihak; '

Pendekatan audit yang efisien dan efektif; dan

Bentuk dan isi laporan hasil audit.

Prbsedur pengendalian mutu atas penyusunan rencana dan program

kerja audit pada tlngkat tim audit adalah:

1.

Berdasarkan pada Program Kerja Audit Tahunan ‘Penanggung Jawab
kemudlan menunjuk tim audit yang akan melaksanakan fungsi audit. Tim
tersebut terdiri dari Penanggung Jawab ’I‘eknis, Ketua Tim dan Anggota
Tim. Ketua tim ditugaskan untuk melengkapi Kartu Penugasan sebanyak
rangkap 2 (dua), satu dimasukan dalam Kertas Kerja Audlt [KKA) dan satu
disampaikan kepada Penanggung Jawab Teknis;

. Ketua tim yang sudah ditunjuk selanjutnya mengusulkan alokasi anggaran

waktu pemenksaan yang disediakan kepada setiap jenis pekerjaan
(kegiatan) dalam proses audit tersebut. Sebagai pengendaliannya Ketua
Tim harus melengkapi Formulir Alokasi Anggaran Waktu;

. Penanggungjawab Teknis harus memberikan persetujuan atas alokasi

anggaran waktu tersebut dengan membubuhkan tanda tangan dalam
formulir tersebut. Formulir ini disimpan dalam KKA agar dapat dipakai
sebagai acuan dari pelaksanaan kegiatan audit;

.Ketua tim dibantu oleh anggota tim kemudian melakukan analisis atas

data auditi. Selanjutnya akan ditetapkan éasaran ruang lingkup, dan
metodologi yang akan d1paka1 Juga akan d11akukan analisis terhadap
pengendalian intern auditi dan kepatuhan auditi terhadap peraturan
perundang-undangan serta kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh
auditi, Perkembangan pelaksanaan pekerjaan (kegiatan) ini dituangkan
dalam Laporan Mingguan, yang sebaiknya diisi secara bertahap (harian);

{
5. Dari l’



5. Dari hasil analisis tersebut maka ketua tim bersama dengan anggota tim
akan menyusun rencana audit dalam bentuk Program Kerja Audit yang
menjabarkan secara rinci tentang langkah-langkah yang akan ditempuh
sehubungan dengan pelaksanaan audit. Program Kerja Audit ini kemudian
akan disahkan oleh Penanggung Jawab Teknis’ dan diketahui oleh
Penanggungjawab; :

6. Setelah diperoleh Program Kerja Audit maka Penanggung Jawab Teknis,
sekaligus akan mengisi Formulir Check List, sebagai pengendalian atas
pelaksanaan pekerjaan perencanaan audit pada tingkat tim audit ini.

Contoh Kartu Penugasan, Formulir Alokasi Anggaran Waktu, Laporan
‘Mingguan, Program Kerja Audit dan Formulir Check List dapat dilihat dalam
- Lampiran 6, 7, 8, 9 dan 10. Formulir ini dapat dlkembangkan lebih lanjut
sesual kebutuhan yang ada di lapangan.

| BA‘B Ve



BAB V
- PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU SUPERVI""I AUDIT

. Latar Belakang

Pengawasan atau supemm diperlukan untuk membantu penyusunan
rencana audit yang efisien dan efektif, untuk dapat mengoreksi jika terjadi
penyimpangan atau terdapatnya kondisi yang berubah dan memberikan
arahan audit yang lebih baik serta tepat. Dalam standar audit disebutkan,
pada setlap tahap audit kmelja dan investigatif, pekerjaan auditor harus
disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran,
terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan auditor. Supewmi ini
harus dilakukan pada seluruh tahapan audit secara berjenjang yaitu ketua
tim mensupervisi anggota timnya, Penanggung J awab Teknis mengawasi tim
audit yang dibawahinya dan Penanggung Jawab melakukan supervisi seluruh
kerja audit yang dilaksanakan. ‘

. Standar Audit Terkait

Standar pelaksanaan audit yang kedua menyebutkan bahwa supervisi
harus dilaksanakan pada setiap tahapan audit agar dicapai sasaran audit
yang ditetapkan, terjaminnya kualitas yang t1ngg1, dan meningkatnya
kemarnpuan auditor. o

A Maksud dan Tujuan

Pedoman pengendahan mutu supervisi' audit dlmaksudkan untuk
membenkan panduan dalam menjamin terselenggaranya suatu supervisi
yang bermutu tinggi, sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggung
jawabnya masing masing serta terdokumentasi dengan lengkap, rapi, jelas
dan bermanfaat bagi suatu kesimpulan hasil audit dan keperluan lainnya.

Pedoman' 'ini mempunyai tujuan agar- pelaksanaan kerja audit
memperoleh supervisi yang cukup dan memadai sehmgga tercapal suatu
audit yang bermutu tinggi. '

. Pengendalian Supervisi Oleﬁ Ketua Tim

Ketua tim selain mempunyai tugas sebagai pem’iﬁdpin‘ tim - dalam
melaksanakan tugas audit di lapangan juga mernpunya1 tugas mengawasi
anggota timnya.

Pengawasan ketua tim terhadap anggoté- timnya dilakukan secara
langsung pada setiap kesempatan selama kerja audit berlangsung maupun
secara tidak langsung yaitu melalui reviu KKA yang dibuat oleh anggota tim
yang bersangkutan dan untuk KKA yang telah sesuai dengan tujuannya akan
ditandai dengan paraf ketua tim di KKA yang bersangkutan sebageu tanda
telah mendapat reviu dan disetujui KKA-nya. -

g )
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E.

Pengendalian Supervisi Oleh Penanggung J awab Tekms

Penanggung Jawab Teknis bertugas mengawa51 um audit yang berada
di bawahnya. Secara berkala Penanggung Jawab. Teknis akan mendatangi tim
audit yang sedang berada di lapangan atau menerima pertanyaan dari ketua
timnya secara lisan untuk menangani kerja audlt yang memerlukan
keputusan dari Penanggung Jawab Teknis.

Penanggung Jawab Teknis wajib melakukan kunjungan kepada tim
audit, salah satunya harus dilakukan pada saat rapat penyelesaian audit di
lapangan. Penanggung Jawab Teknis melakukan reviu atas KKA yang dibuat
oleh ketua tim. Dokumentasi kerja Penanggung Jawab Teknis dicatat dalam
suatu lembar kerja yang disebut formuhr supervisi Penanggung Jawab
Teknis.

Formulir supervisi Penanggung Jawab Teknis tersebut -dapat dilihat
pada Lampiran 12. Formulir supervisi ini disediakan oleh ketua tim, diisi oleh
Penanggung Jawab Teknis dan ketua tim, satu lembar disimpan sebagai
Kertas Kerja Audit (KKA) dan satu lembar lagi menjadl ar31p Penanggung
J awab Tekms yang bersangkutan. -

Pengendalian Supervisi Oleh Penanggung J awab

Penanggung Jawab melakukan tugas pengawasan terhadap semua tim
audit dan Penanggung Jawab Teknis atas kerja audit yang dilakukannya
melalui reviu atas formulir supervisi oleh Penanggung Jawab Teknis dan
konsep laporan yang dlsampalkan melakukan’ revm Iangsung dengan
Penanggung Jawab Teknis dan ketua tim dalam ‘suatu rapat reviu,
memberikan komentar atas kinerja audit dan menglsl " formulir supervisi
untuk mengkomunikasikan hasil reviunya.

Formulir supervisinya sama dengan formulir superv181 Penanggung]awab

Teknis dan disediakan oleh ketua tim.
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BAB VI , i
PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU PELAKSAN_AAN AUDIT

Latar Belakang

Pelaksanaan audit merupakan bagian terpentlng dari tugas audit
karena itu pengendalian mutu pelaksanaan audit menjadi’ sangat penting.
Kesesuaian dengan rencana audit, kesesuaian dengan ; program audit dan
kesesuaian dengan standar audit menjadi perhatian utama agar pelaksanaan
audit mempunyai mutu yang tinggi. '

Peran ketua tim audit dalam pelaksanaan audit adalah
mengkoordma31kan tim audit dalam mencapai tujuan audit, berkomumkam
dengan auditi mengenai kerja audit, hambatan yang dijumpai, mencari
solusi, mengembangkan temuan audit, mengkomunikasikan kerja audit
dengan Penanggung Jawab Teknis dan dengan Penanggung Jawab bersama
dengan Penanggung Jawab Teknis, mengomunikasikan temuan dan
rekomendasi audit serta memperoleh kesepékatan atas rekomendasi yang
diberikan, dan mendokumentasikan kerja audit dalam kertas kerja audit. Hal
tersebut menunjukkan = bahwa peran ketua tim- sangat menentukan
terselenggaranya suatu kerja audit yang akan. menghasﬂkan audlt yang
bermutu tinggi. i

. Standar Audit Terkait

Standar audit menyebutkan bahwa bukti audit harus dikumpulkan
dan dilakukan pengujian untuk menyimpulkan dan mendukung temuan
hasil audit. Temuan hasil audit yang diperoleh harus dlkembanokan secara
memadai. o, o

Maksud dan Tujuan

Pedoman pengendalian mutu pelaksanaan audit dimaksudkan untuk
memberikan panduan bagi APIP dalam menjamin - terselenggaranva suatu
pelaksanaan audit yang bermutu tinggi, sesuai dengan reéncana, sesuai
dengan program audit dan sesuai dengan standar audit serta ferdokumentasi
dengan lengkap, rapi, jelas dan bermanfaat bag1 suatu ke&mpulan hasil
audit. :

Pedoman ini mempunyai tujuan agar pelaksanaan pengumpulau dan
pengujian bukti untuk menyimpulkan dan mendukung temuan hasil audit
sesuai dengan standar audit. -

¢
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D. Pedoman Pengendalian Waktu Audit

Waktu audit dimulai saat masuk sampai dengan selesai pelaksanaan
audit telah direncanakan dalam PKAT. Ketepatan waktu mulai audit sering
terkendala sehingga waktu mulai masuk menjadi lebih cepat atau mundur
yang akhirnya akan merubah waktu selesainya audit.

Ketepatan waktu audit ini harus secara ketat dilaks‘anakan, sebab hal
ini akan menjadi sumber terjadinya tumpang tindih audit atau terjadinya
audit yang bertubi-tubi. Karena itu jika ada perubahan waktu mulai audit,
Inspektur harus terlebih dahulu mengkomunikasikan perubahan dengan
auditi supaya audit yang tumpang tindih atau audit yang bertubi-tubi dapat
diminimalkan.

Ketua tim harus mengendalikan waktu penjrelesaian pelaksanaan audit
untuk dirinya sendiri dan anggota timnya berdasarkan anggaran waktu
dalam program kerja audit yang dipantau melalui laporan mingguan
pelaksanaan tugas audit. :

Ketua tim dibantu oleh anggota tim melakukan pengumpulan dan
pengujian bukti, melakukan analisis, evaluasi, konfirmasi dan prosedur audit
lainnya. Perkembangan pengumpulan dan pengujian bukti ini’ dituangkan
dalam Laporan Mingguan Pelaksanaan Audit.

Laporan mingguan pelaksanaan tugas aud_it' _dépat dilihat pada
Lampiran 13.

Pedoman Pengendalian Kesesuaian Dengan Pr:ogiram'. Kerja Audit

Pada program kerja audit yang telah ‘mendapat péngesahan, atau
perubahannya jika ada, diisikan pada kolom realisasi sehingga dari daftar
program kerja audit tersebut dapat dikendalikan kesesuaian kerja audit
dengan program kerja audit. Contoh program kerja‘ audit untuk mengisi
realisasi' dapat dilihat pada Lampiran 9. | ,

Pemeriksaan dan pengesahan program audlt harus diberikan sebelum
audit dilaksanakan, yaitu dalam tahap perencanaan audit. Kolom realisasi
dan referensi diisi setelah audit dilaksanakan secara bertahap.‘

Pedoman Pengendalian Temuan Audit

Temuan audit adalah hasil yang diperoleh dan audit baik berupa
temuan positif maupun temuan negatif. Setiap temuan harus dikembangkan
melalui unsur-unsurnya dan rekomendasi yang diberikan yaitu: '

1. Kondisi;

2. Kriteria,;

3. Penyebab; dan
4. Akibat. |

Temuan yang telah dikembangkan harus dibahas dan disetujui oleh
Penanggung Jawab Teknis. Temuan yang telah disetujui Penanggung Jawab
Teknis agar dikomunikasikan dengan pimpinan audm sebelum atau pada
saat penyelesaian audit di lapangan.



Hasil dari pengkomunikasian temuan tersebut dldokumenta sikan,
diberi tanggal, ditandatangani oleh auditor dan auditi sebagai tanda
persetujuan atas kesepakatan dan ketidak sepakatan terhadap temuan dan
rekomendasi yang diberikan. ;

Pada dokumentasi kesepakatan harus bens1 kesanggupan pelaksanaan
tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang. diberikan oleh audltor paling
lama 60 (enam puluh hari) hari setelah LHA d1ter1ma '

. Pedoman Pengendalian Dokumen Hasil Audit

Dokumen hasil kerja audit yang biasa juga disebut kertas kerja audit
(KKA) merupakan bukti audit dan catatan lainnya yang akan mendukung
temuan dan kesimpulan auditor dari audit yang. dilaksanakannya. Oleh
karena itu Anggota Tim dan Ketua Tim serta Penanggung Jawab Teknis
harus membuat KKA yang akan mendukung temuan ‘dan kesimpulan hasil
audit. KKA tersebut harus ditelaah secara berjenjang, yaitu Ketua Tim
menelaah KKA yang dibuat oleh Anggota Tim,. Penanggung Jawab Teknis
menelaah KKA yang dibuat oleh Ketua Tim dan pengendali mutu menelaah
KKA yéng dibuat oleh Penanggung Jawab 'Teknis. Format KKA harus
memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: :

1. Standar untuk substansi audit :

. Berkaitan dengan tujuan audit.

. Rincian yang singkat dan jelas.

. Penyajian yang jelas.

. Cermat dan teliti.

. Tidak ada pos terbuka (pending matten, setelah audlt selesai harus tidak
ada lagi pos terbuka yang masih memerlukan penjelasan atau audit
tambahan. :

® Q0 o

2. Standar format :

a. Harus mempunyai judul. :

b. Penataan format, seperti judul yang layak spa31 dan ukuran yang
memadai. :

c. Rapi dan mudah dibaca.

d. Diindeks silang (dibuat indeks yang saling berhubuncan).

e. Terdapat nama dan paraf pembuat dan pereviu KKA

3. KKA pokok harus memuat :

1. KKA perencanaan audit
a. KKA pengumpulan informasi;
b. KKA survei pendahuluan;
c. KKA evaluasi SPIP; dan

d. KKA program audit.

2. KKA pelaksanaan audit yang terdiri dari :
a. KKA pengujian pengendalian;
b. KKA pengujian substansi;



c. KKA pengembangan temuan; dan _ :
d. KKA kesepakatan atau ketidaksepakatan temuan dan rekomendasi

3. Konsep laporan hasil audit final.

H. Pedoman Pengendalian Kesesuaian Dengan Standar Audif.

Standar audit pengumpulan dan pengujian bukti, sesuai Keputusan
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia * (AAIPI) Nomor KEP-
005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern
Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indéhesia, dan
Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, harus diikuti
dalam pelaksanaan audit, karena standar ini merupakan pedoman bagi
auditor/pengawas pemerintahan Inspektorat agar pekerjaannya bermutu
tinggi dan menghasilkan hasil yang relatif "sama bagi setiap
auditor/pengawas pemerintahan yang menerapkannyh. :

Pengendalian terhadap diikutinya standar ‘audit dilakukan dengan
mengisi check list mengenai pelaksanaan aucht Check list tersebut dapat
d1hhat pada Lampiran 14.

Bagan alir pengenda_han pelaksanaan aucht tampak pada Gambar 3 di

bawah ini.
- Anggotd Tim Ketua Tim Penanggung Jawab Penanggung |
SRR R b Teknis ~Jawab |
Lapq'ran,{.”; : Laporan Laporan
-Ming.'gyan?%’...;t# . Mingguan dan Mingguan dan
A Analisis Analisis:
Didokumentasikan ‘___l
L.__‘___,;,_-—-""'—__—-‘
.Pi'bgram.Audi’t‘ Program Audit i Program Audit l
dan Realisasi: dan Realisasi i dan Realisasi. |

Didokumentasikan

—
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A.

BAB VII
PROSEDUR PENGENDALIAN MUTU PELAPORAN AUDIT

Latar Bel_akang

Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari setiap pelaksanaan
audit. Laporan hasil audit (LHA) dimaksudkan untuk mengkomunikasikan
temuan, kesimpulan, dan rekomendasi hasil audit kepada pihak-pihak yang
berkepentingan, sarana bagi auditi untuk melakukan perbaikan sesuai
dengan rekomendasi yang diberikan oleh auditor, serta sebagai alat untuk
melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi auditor.

Standar Audit Terkait
Standar audit yang terkait dengan pelaporan adalah sebagai berikut :

1. Auditor harus membuat laporan hasil audit sesuai dengan. penugasannya
yang disusun dalam format yang sesuai segera setelah selesai melakukan
auditnya. ‘

2. Laporan hasil audit harus dibuat secara tertulis: dan segera, valtu pada

- kesempatan pertama setelah berakhirnya pelaksanaan audit.

3. Laporan hasil audit harus dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat
‘dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait. _‘ ‘

4. Laporan hasil audit harus tepat waktu,. lengkap, - akurat, ~objektif,
meyakinkan, serta jelas, dan seringkas mungkin. '

5. Laporan hasil audit diserahkan kepada pimpinan organisasi, auditi, dan
pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima. laporan hasil audit
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangiungiangan.

Maksud dan Tujuan

Pedoman pengendalian mutu pelaporan audit 'dimaksudkan untuk
memberikan panduan bagi auditor/pengawas pemerintahan dalam menjamin
tersusunnya laporan hasil audit yang mudah dimengerti - oleh pengguna,
memenuhi unsur kualitas laporan dan didistribusikan kepada pihak-pihak
yang berwenang sesuai peraturan perundang- undangan o

Tujuan pengendalia_n mutu pelaporan audit adalah  bahwa
auditor/pengawas pemerintahan dapat menghasﬂkan mutu laporan hasil
audit yang memenuhi standar audit.

Pengendalian Atas Penyusunan Konsep Laporan

Prosedur untuk pengendalian atas penyusunan konsep laporan hasil
audit adalah sebagai berikut:

1. Konsep LHA disusun oleh Ketua Tim dengan dibantu oleh anggota tim
dengan berdasarkan hasil audit yang didokumentasikan dalam kertas
kerja audit (KKA) dan temuan audit yang telah dikomunikasikan dengan
auditi. Ketua tim dengan dibantu anggota tim menyiapkan formulir Kendali
Konsep Laporan dan mengisi data awal, yaitu tentang auditi dan tim audit.

2. Selain formulir Kendali Konsep Laporan, Ketua Tim dan Anggota Tim
menyiapkan formulir Reviu Konsep Laporan, untuk Penanggung Jawab
Teknis dan Penanggung Jawab . ‘ <

3.Konsep...... y ......



. Konsep Laporan yang telah selesai disusun oleh Ketua Tim, beserta dengan

formulir Kendali Konsep Laporan dan formulir Reviu Konsep Laporan,
diserahkan oleh Ketua Tim kepada Penanggung Jawab Teknis untuk
direviu.

.Jika Penanggung Jawab Teknis menemukan adanya permasalahan atau

pertanyaan dalam Konsep Laporan, Penanggung Jawab Teknis menuliskan
permasalahan atau pertanyaan tersebut dalam formulir Reviu Konsep
Laporan. Permasalahan atau pertanyaan tersebut harus ditindaklanjuti
oleh Ketua Tim dan menuliskan tindak lanJut tersebut dalam formulir
Reviu Konsep Laporan.

. Apabila Penanggung Jawab Teknis telah merasa puas dengan konsep LHA,

maka Konsep LHA beserta formulir Kendali Konsep Laporan dan formulir
Reviu Konsep Laporan diserahkan kepada Penanggung Jawab untuk
dilakukan ekspos.

. Jika pada saat Penanggung Jawab menemukan adanya permasalahan atau

pertanyaan dalam Konsep Laporan, Penanggung Jawab menuliskan
permasalahan atau pertanyaan tersebut dalam: formulir Reviu Konsep
Laporan. Permasalahan atau pertanyaan tersebut harus d1tmdak1amut1
oleh Penanggung Jawab Teknis dan Ketua Tim dan. menuliskan tindak
lanjut tersebut dalam formulir Reviu Konsep Laporan

. Apabila Penanggung Jawab telah merasa puas dengan konsep LHA, maka

Konsep LHA beserta formulir Kendali Konsep Laporan diserahkan kepada
tim untuk difinalisasi. Formulir Reviu Konsep Laporan diserahkan kepada
tim audit untuk didokumentasikan dalam KKA. -

Formulir yang digunakan untuk pengendaiian atas penyusunan konsep

laporan hasil audit meliputi:

1.
2;

Formulir Pengendalian Penyusunan Laporan, Lampiran 15.
Formulir Reviu Konsep Laporan, Lampiran 16. '

a. Reviu oleh Penanggung Jawab Teknis

b. Reviu oleh Penanggung Jawab.

. Pengendalian Atas Finalisasi Dan Distribusi Lal::oran ‘

Prosedur untuk pengendalian atas finalis-aé.i' dan distribusi laporan

adalah sebagai berikut:

1.

2.

Konsep LHA yang telah disetujui oleh Penanggung Jawab kemudian
difinalkan oleh tim audit.

LHA Final diserahkan oleh tim audit kepada Ketua Tim Audit. untuk
dikoreksi. Untuk memudahkan proses korek51 Ketua Tim menggunakan
formulir check list Finalisasi Laporan.

. LHA Final yang telah dikoreksi oleh Ketua Tim dlsexahkan kepada unit
yang melaksanakan fungsi Tata Usaha untuk diperbanyak dan dijilid.

Selain itu, unit yang melaksanakan fungsi Tata_ Usaha menyiapkan surat
pengantar untuk distribusi LHA. '

.LHA Final, formulir check list Finalisasi Laporan dan surat pengantar

diserahkan kepada Penanggung Jawab Teknis untuk direviu.

. LHA Final, forrnulir check list Finalisasi Laporan, dan surat pengantar yang

telah direviu oleh Penanggung Jawab Teknis kemudian, d1serahkan kepada
Penanggung Jawab untuk ditandatangani. - . - -
| _6.LHA Final...f.....



6. LHA Final, formulir check list Finalisasi Laporan besert.a'surat pengantar
kemudian ~ diserahkan kepada Inspektur,'. 'Lemudian' Inspektur
menandatangani surat pengantar.

7.LHA Final, beserta surat pengantar yang telah dltandatangam kemudian
didistribusikan kepada pihak-pihak yang d1ber1 kewenangan ‘setidaknya-
kepada:

a. Bupati

- b. Auditi

" ¢. Perwakilan BPK-RI setempat
d. Arsip

Formulir yang digunakan - untuk pengendalian "atai‘s finalisasi dan

pendistribusian laporan adalah formulir check hst Penyelesalan Laporan,
dapat dilihat pada La:npu*an 17.

.
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A.

BAB VIII
PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU PELAKSANAAN PEMANTAUAN
- TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Latar Belakang

Setelah pelaksanaan audit diselesaikan ‘dan laporan hasil audit
diterbitkan, Inspektorat harus menyampaikan laporan tersebut kepada
Bupati dan tembusan kepada auditi serta pihak-pihak yang terkait. Hal ini
dimaksudkan agar auditi mengetahui kelemahan yang ada di dalam
organisasinya dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan
melalui laporan tersebut. Pemantauan tindak lanjut hasil audit harus
dilakukan agar auditi memahami dan memperbaiki kelemahan dan
kesalahan yang ada sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasinya.
Selain 1tu, Inspektorat harus memantau pelaksanaan tindak lanjut yang
dilakukan auditi untuk memastikan bahwa semua rekomendasi sudah
dilaksanakan dengan tepat, sehmgga keefektifan pelaksanaan ‘audit bisa
tercapai.

Pemantauan tindak lanjut audit diartikan sebagai suatu tindakan
untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atau
perbaikan, yang dilakukan oleh pimpinan auditi, atas rekomendasi
auditor/ pengawas pemerintahan berdasarkan temuan audit yang dilaporkan,
termasuk temuan-temuan yang berkaitan yang diperoleh oleh auditor ekstern
atau auditor lainnya, sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi
hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Standar Audit Terkait

Standar audit yang terkait dengan tindak lanjut'hasil‘ audit adalah:

1. Inspektorat harus mengkomunikasikan - kepada -auditi bahwa
tanggunawab untuk menyelesaikan atau melakukan tindak lanjut atas
temuan audit dan rekomendasi berada pada auditi.

2. Inspektorat harus memantau dan mendmong tindak lanjut atas temuan
dan rekomendasi.

3. Inspektorat harus melaporkan status temuan beserta rekomendasi hasil
audit sebelumnya yang belum dilakukan tindak lanjut.

Maksud dan Tujuan

Pedoman pengendalian mutu pelaksanaan pemantauan tindak lanjut
ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Inspektorat dalam
memantau dan mengevaluasi tindakan koreksi yang dilakukan oleh audit
atas temuan dan rekomendasi yang diberikan agar temuan dan rekomendasi
yang telah dihasilkan oleh auditor/pengawas pemerintahan menjadi
bermanfaat bagi auditi. - ' |

Sedangkan tujuan pedoman pengendaﬁan “mutu p-elaksanaan
pemantauan tindak lanjut adalah agar auditi memahami dan memperbaiki

“kesalahan yang terjadi sehingga kinerja auditi ~dapat .dicapai secara

maksimal. Keefektifan hasil audit dapat dinilai antara lain dari tindak lanjut
yang dilakukan oleh auditi atas rekomendasi -auditor/pengawas
pemerintahan. SR P B
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D. Kewajiba‘n Melaksanakan Tindak Lanjut

Kewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut berada pada pimpinan
auditi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menyatakan bahwa
"pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan . tindak lanjut atas
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya'." Pelaksanaan tindak lanjut
tersebut merupakan bagian kegiatan pemantauan 31stem pengendahan intern
yang ada. ;

Di sisi lain, Inspektorat berkewajiban untuk memantau pelaksanaan
tindak lanjut hasil audit untuk menjamin keefektifan pelaksanaan audit. Hal
ini dinyatakan dalam standar audit kinerja yang r_nenyatakan bahwa
Inspektorat harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas temuan
beserta rekomendasi. Demikian juga dalam standar audit ' investigatif
dinyatakan bahwa Inspektorat harus memantau tindak lanjut hasil audit
mvestlgatlf yang dilimpahkan kepada aparat penegak: hukum.

Inspektorat harus memasukan kegiatan. pemantauan tindak lanjut
dalam rencana strategis maupun tahunan, dan kegiatan pemantauan
tersebut sebaiknya ditugaskan kepada Tim Pemantauan T-indak Lanjut yang
terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua Tim dan Anggota yang ditunjuk oleh
Inspektur. Pada setiap pelaksanaan audit ulangan atas suatu auditi, tim
pemerintahan harus melihat apakah rekomendasi dari laporan hasil audit
terdahulu telah  ditindaklanjuti. Tim bértan'ggung jawab  untuk
memberitahukan langkah-langkah yang harus dilakukan auditi agar tindak
lanjut hasil audit bisa dilaksanakan dengan efektif dan tepat waktu.

Dalam memutuskan penyelesaian tindak lanju't yahcr befum tuntas, tim
harus mempertimbangkan pelaksanaan prosedur dengan 51fat tindak Ianjut
yang sama yang dilakukan oleh auditi yang lain.

Pelaksanaan tindak lanjut merupakan kewa_]lban manajemen auditi,
sedang pemantauan atas pelaksanaan tersebut menjadl ‘tanggung jawab
Inspektorat melalui Tim Pemantauan Tindak Lanjut. Agar pemantauan
tersebut bisa berjalan dengan efektif, Tim harus membuat prosedur
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang. didasarkan pada tingkat
kesulitan, ketepatan waktu, pertimbangan risiko dan kerugian.

Untuk temuan audit yang sangat penting, auditi harus melaksanakan
tindak lanjut secepat mungkin dan Tim harus terus memantau tindak lanjut
yang dilaksanakan oleh auditi tersebut karena dampak dari temuan tersebut
sangat besar. '

Prosedur Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut

Prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut agar semua
rekomendasi atas temuan audit dapat dilakukan tindak lanjut secara tuntas
dan tepat sebagai berikut. ' :

1. Berdasarkan laporan hasil audit, Ketua Tim Pemeriksa membuat
formulir penyampaian temuan dan rencana pémantauan tindak lanjut.
Formulir penyampaian temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut
tersebut kemudian diserahkan ke unit yang melaksanakan fungsi
pelaporan untuk diinput ke dalam daftar temuan.

2. Unit yang melaksanakan fungsi pelaporan rrieriyerahkan daftar temuan
tersebut kepada Tim Pemantau Tindak Lanjut. l



10.

Tim Pemantau Tindak Lanjut melakukan verlﬁka81 atas laporan tindak
lanjut yang telah dilakukan oleh auditi. Bila dlanggap perlu tim
pemantau dapat melakukan pengujian terhadap tindak lanjut yang
dilakukan oleh auditi. -
Untuk tindak lanjut yang kurang memuaskan tim pemantau
melaporkan kepada Inspektur termasuk risiko yang masih ada.
Berdasarkan laporan tersebut, Inspektur menyampa1kan surat kepada
auditi untuk melakukan tindakan tambahan sehingga tindak lanjut
menjadl lengkap dan efektif. _
Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi dicatat dalam
daftar/matrik temuan audit. Tindak lanjut dinyatakan telah selesai dan
sesuai, maka pada kolom keterangan dicantumkan kata "sudah selesai
(tuntas), sudah dilakukan tindak lanjut tap1 belum selesai dan belum
dilakukan tindak lanjut".
Apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut terlampaul Inspektur
menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada
pimpinan auditi atas rekomendasi yang belum d1t1ndak1anjut1 dan atas
tindak lanjut yang masih kurang. -
Jika dalam satu bulan setelah surat perlngatan pertama tindak lanjut
belum dilakukan auditi, maka Inspektur menerbitkan surat peringatan
kedua. 0.
Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak
lanjut tidak juga dilakukan, maka Inspektur membuat surat
pemberitahuan kepada Bupati untuk selanjutnya diserahkan ke Majelis
TP-TGR.
Tim pemantau tindak lanjut melakukan pemutaklnran tlndak lanjut atas
saldo temuan yang belum ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang masih
kurang. ‘
Pemutakhiran tersebut dilakukan sekali dalam setahun dan dituangkan
da.lq.m sebuah berita acara yang d1tandatangan1 p1mp1nan auditi dan tim
pemantau tindak lanjut.

Agar pelaksanaan tindak lanjut efektif, perlu dllakukan teknik-teknik

sebagai berikut:

I,

2.

Laporan hasil audit ditujukan kepada tmgkatan manajemen \ang dapat
melakukan tindak lanjut.

Tanggapan auditi terhadap temuan audit diterima da_n dievaluasi melalui
informasi pelaksanaan tindak lanjut yang direncanakan selama audit
berlé.ngsung atau dalam waktu yang wajar setelah audit berakhir.
Laporan perkembangan kemajuan tindak lanjut diterima dari auditi
secara periodik. : |

Status tindak lanjut dari pelaksanaan tmdak lanJut dllaporkan kepada
pimpinan auditi.

Forrhulir Konsep Temuan dan Rencana Tindak 'Lanjut yéng -dibuat oleh

ketua tim untuk unit yang akan melaksanakan fungs1 adm1mstra31 tindak
lanjut dapat dilihat pada Lampiran 18.

Semua formulir dan bukti pendukung yang terkait dengan tindak

lanjut temuan audit harus didokumentasikan dengan ‘baik dan dipisahkan
antara temuan yang rekomendasinya sudah tuntas dlselesalkan dengan
temuan yang masih terbuka (yang rekomendasmya belum atau belum semua

dilakukan tindak lanjut).

-Semua. . % ...........



Semua tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh auditi harus
dilaporkan melalui formulir laporan tindak lanjut ter'luan audit. Formulir
tersebut dapat dilihat pada Lampiran 19.

Formulir laporan pemantauan tindak lanjut-_yang' harus diisi dan
disampaikan oleh tim pemantau tindak lanjut atas hasil pemantauan yang
telah dilakukannya dapat dilihat pada Lampiran 20. ‘

Péhlutakhiran atas status temuan yang belum ditindaklanjuti oleh
auditi dituangkan dalam sebuah Berita Acara Pemutakhiran Data
sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 21.

. BABIX..... }_ .........



BAB IX |
PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU _
TATA USAHA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. Latar Belakang

Ketatausahaan merupakan pengendalian unsur penunjang audit
termasuk bagaimana sumber daya manusia’ sebaga1 pelaksana audit
dikendalikan. Tata usaha tidak berperan langsung dalam audit, namun peran
ini menunjang pelaksanaan pekerjaan audit dari perencanaan audit sampai
dengan pemantauan tindak lanjut hasil audit. Oleh karena 1tu, peran tata
usaha tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan audit. -

Ketatausahaan berjalan melalui prosedur dan kebl_]akan yvang telah
ditetapkan oleh organisasi. Ketatausahaan dalam memfasilitasi pelaksanaan
audit mengikuti pelaksanaan kegiatan audit mulai dar1 perencanaan audit
sampai dengan pemantauan tindak lanjut hasil audit.

Selain memfasilitasi pelaksanaan audit, ketatausahaan juga terkait
dengan pengelolaan sumber daya manusia, proses tata kearsipan yang
mengatur mengenai persuratan, dan formulir-formulir yang digunakan dalam
kegiatan audit sampai dengan proses pengarsipan dan pen‘yimpanannya.

Sumber daya manusia merupakan hal yang. sangat pénting dalam
penyelenggaraan audit, karena merupakan sumber ‘daya -vang dapat
menggerakkan sumber daya lainnya. Jika suatu organisasi yang sudah
lengkap prasarana dan sarananya tapi tidak mempunyai sumber daya
manusia maka organisasi tersebut tidak ‘dapat mencapai tujuannya.
Pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan apa yang telah
diatur oleh organisasi. Sumber daya manusia yang . diharapkan oleh
organisasi adalah sumber daya manusia yang unggul, baik dari segi
kecerdasan, keterampﬂan, kepemimpinan dan keésehatan - jasmani serta
rohani. ‘

B. Standar Audit Terkait - '
Standar audit yang berkaitan dengan tata usaha dan sumber daya

manusia adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang
dimiliki secara ekonomis, efisien dan efektif, serta memprioritaskan
alokasi sumber daya tersebut pada keglatan yang mempunvai risiko

besar. :
2. Inspektorat harus menyusun kebijakan dan - prosedur untuk

mengarahkan kegiatan audit. :

3. Auditor/pengawas pemerintahan harus mempunyai pengetahuan,
keterampilan, dan kompetensi lainnya .yang diperlukan untuk
melaksanakan tanggungjawabnya. bow

4. Auditor/pengawas  pemerintahan harus secara  terus-menerus
meningkatkan kemampuan teknik dan metodologi audit.

C. Maksud Dan Tujuan
' Pedoman pengendalian mutu tata usaha dan sumber daya manusia

dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi tata usaha Inspektorat
dalam melakukan tugasnya sebagai penunjang. tugas-tugas-audit dan tugas
lainnya. , 5
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Tyjuan pedoman ini adalah agar terselenggaranya tugas tugas audit
yang didukung oleh: :

a. Ketatausahaan yang memadai.

b. Tata arsip yang tertib, rapi, dan mudah dlperoleh

c. Sumber daya manusia yang kompeten. '

D. Tata Usaha
1. Pengantar : »

Ketatausahaan adalah unsur penunjang bagi kegiatan audit.
Pengelolaan ketatausahaan merupakan bagian ‘dari pengelolaan unit
orgamsam yang merupakan tanggung Jawab Inspektur. '

Agar tujuan pengelolaan ketatausahaan dapat dicapali, d1per1ukan
kebijakan dan prosedur sebagai acuan .dan landasan bagi setiap
pelakéanaan kegiatan. Bentuk dan isi kebijakan  serta prosedur
disesuaikan dengan ukuran dan struktur Inspektorat serta kerumitan
pekerjaan. :

Inspektorat harus membuat kebijakan dan prosedur formal yang
menyeluruh sebagai pedoman untuk memfasﬂltasx tugas aud1tor / pengawas
pemermtahan

2. Tujuan Ketatausahaan

Ketatausahaan yang baik mempunyai pengaruh signifikan dalam
pencapaian tujuan audit. Sarana dan prasarana pelaksanaan audit
didukung dari ketatausahaan, seperti pengadaan - alat tulis kantor,
formulir-formulir yang digunakan dalam kendali mutl, pengurusan Surat
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), sampai pengarsipan laporan hasil audit
dan =~ pemantaun tindak lanjut. Dengan demikian pelaksanaan
ketatausahaan yang tertib sangat dlbutuhkan bagl Inspektorat

3. Lingkup Tugas Ketatausahaan :
Ketatausahaan melaksanakan pekerjaan untuk menunjang kegiatan
utama, yaltu -

a. Menyed1akan Pernyataan Visi, Misi, ’[Uguan Weweuang dan Tanggung
Jawab Inspektorat dan pernyataan tersebut ditempel di dinding ruang
kantor dan yang berupa lembaran pemyg’caan yang didistribusikan
kepada auditi. '

. b. Mencetak dan memperbanyak visi dan misi seperlunya membaglkan
dan menyimpannya untuk file dan arsip. . - :

c. Menyebarluaskan peraturan dan edaran yang perlu d1ketahu1 semua
staf, diperbanyak sejumlah yang dibutuhkan (jika- memang beberapa
staf perlu menyimpan peraturan atau edaran tersebut), dan jika hanya
untuk diketahui maka cukup dicopy satu lembar dan ditempelkan di
papan pengumuman kantor. | | -

d. Mencetak dan memperbanyak Seperlunya rencana: kegiatan jangka
panjang, rencana kegiatan tahunan dan rencana lainnya.

e. Mencetak dan menyediakan formulir-formulir dan. alat tulis menulis
untuk pelaksanaan kerja, mengadmmmtramkannva menyimpan dan
memberikan kepada yang memerlukan, dengan menggunakan formulir
permintaan yang ditandatangani. :

"~ 'f.Menyediakan. 0 .




e :

i M‘e_nyediakah peralatan yang dibutuhkan oleh ‘_.p'ara.auditor/ pengawas
pemerintahan, meminjamkan dengan melalui formulir peminjaman
atau. memberikan tanggung jawab kepada staf yang memerlukan
peralétan tersebut secara terus menerus, derigan ‘melalui surat
keputusan yang harus disetujui oleh pejabat yang berwenang, misalnya
untuk note book, kalkulator dan kamera. -

g Mencetak surat tugas, surat per_]alanan dinas’ dan surat lalnnya yang
mendukung tugas auditor/pengawas pemerintahan. '

h. Mencetak Laporan Hasil Audit dan mendlstrlbUS.lkannya

Menyimpan Kertas Ker}a Audit (KKA) dan Laporan Hasﬂ Audit yang

telah selesai dan telah disetujui oleh Penanggung Jawab dengan

memberikan tanda terima.

J. Menetapkan prosedur peminjaman KKA, balk untuk keperluan internal

- maupun eksternal. ‘ ‘

k. Menyusun dan mencetak laporan keg1atan pengawasan

Memberikan pelayanan pada pihak luar.

Pba
H

—

Formulir-formulir yang digunakan tersebut’ didokumentasikan
‘dengan baik di unit yang melaksanakan fungsi tata usaha vang terkait
untuk bukti kegiatan dan pengendalian. Beberapa: formulir dan surat yang
digunakan dalam kegiatan ketatausahaan dapat d111hat pada Lampiran 22
s.d. 28. :

E. Tata Kearsipan
X. Pengantar P
Kegiatan  pengarsipan merupakan ' salah = satu- tugas dari
ketatausahaan. Pengelolaan arsip harus dilakukan sedemikian rupa untuk
menghindari adanya kehilangan atau kesulitan pencarlann}a maupun
pemusnahan arsip yang tidak semestinya. 7 g

2. Tujuan
Tujuan pengelolaan arsip adalah agar arsip balk aktlf maupun tidak
aktif dapat ditemukan dengan cepat dan tepat agar dapat menunjang
kelancaran tugas audit. Selain itu, pengelolaan arsip bertujuan agar
pengurangan arsip dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

3. Jenis Arsip ;= :
Menurut lokasi penyimpanannya, smtem kear31pan berkas audit
dibedakan menjadi arsip unit yang melaksanakan fungsi audit dan arsip
pusat (central file).

a. Arsip unit yang melaksanakan fungsi audit

Arsip ini hanya menyimpan berkas-berkas yang bérhubungan dengan
unit yang melaksanakan fungsi audit yang bersangkutan saja. Berkas
yang disimpan dalam arsip tersebut umurﬁnya berupa kertas kerja audit
dengan perangkat pendukungnya serta surat- urat masuk dan/atau
keluar. '

b. Arsip Pusat

Arsip Pusat adalah berkas-berkas audit __yérig penyimpanannya
dilakukan secara terpusat oleh suatu unit yang khusus menangani

masalah. j .



masalah penyimpanan berkas dan unit tersebut biasanya tidak diserahi
tugas audit. Arsip Pusat menyimpan berkas-berkas dari seluruh unit
yang melaksanakan fungsi audit. Berkas yang d131rnpan dalam arsip
pusat bukan hanya berupa kertas kerja audit dengan perangkat
pendukungnya tetapi juga surat-surat yang masuk dan /atau keluar.
Berkas berupa kertas kerja audit hanya berada pada satu tempat, yaitu
pada arsip unit yang melaksanakan fungsi audit atau di dalam Arsip
Pusat. Sistem kearsipan yang baik akan . banyak memberikan manfaat
dalam' audit serta akan menghemat’ waktu pencarian untuk
memperolehnya sehingga audit dapat dllaksanakan tepat waktu dan
informasi yang diperlukan mudah didapat. Pengarsipan yang baik akan
mem;ﬁérhatikan kegunaan file yang disimpan dalam arti-apakah suatu
file masih digunakan dalam tahun berjalan, hanya digunakan ketika ada
kepentingan tertentu, atau sama sekali tidak akan digunakan lagi. Oleh
karena itu, pengarsip harus memilah dan ‘mengelompokkan arsip-arsip
menurut kegunaannya, misalnya kelompok arsip aktif, arsip tidak aktif
tapi masih digunakan, dan arsip tidak aktlf untuk dnnusnahkan atau
disimpan.

4. Pengurangan Arsip

Pengurangan arsip merupakan kegiatan untuk mengurangi arsip

yang tidak digunakan atau jarang dlgunakan 1ag1 Pengurangan ini
dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

~a. Memindahkan arsip aktif menjadi ars1p dengan status tldaL aktif

(jarang digunakan) dari arsip unit yang melaksanakan fungs1 audit ke
arsip pusat. L

Memindahkan arsip tidak aktif menjadi ar31p dendan status statis
(tidak akan digunakan). :

Memusnahkan arsip yang tidak berguna berdasarkan ketentuan
perundang-undangan. ‘

F. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
1. Pengantar

Inspektur harus menetapkan program untuk menyeleksi dan

mengembangkan sumber daya manusia pada umt organ1sa31ma Tujuan
program tersebut adalah: -

1

2.

. Menetapkan pembagian tugas bagi tiap tmgkatan audltor/ pengawas

pemerintahan secara tertulis.
Menyeleksi auditor/pengawas pemermtahan yang memenuh1 syarat dan
kompetenm "

. Melatih dan menyediakan kesempatan untuk pend1d1kan berkelanjutan

bagi para auditor/pengawas pemerintahan.

. Menilai kinerja auditor/pengawas pemermtahan sekurang kurangnya

setahun sekali.

- Program tersebut dilaksanakan oleh fl'mgsi” yang rﬁenangani sumber

daya manusia pada Inspektorat yang bersangkutan. Dalam hal
kekurangan tenaga auditor/pengawas pemenntahan dlmungkmkan untuk
melakukan audit dengan join audit.

2.Menetapkan. Y ...........



2. Menetapkan Pembagian Tugas Bagi Tiap ngkatan Aud:tor/ Pengawas
Pemerintahan

Audit oleh Inspektorat harus dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang mempunyai jabatan fungsional - auditor/pengawas
pemerintahan dan/atau pihak lain yang diberi ‘tugas, kewenangan,
tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh'pejabat yang berwenang
melaksanakan pengawasan pada instansi pemermtah untuk dan atas
nama Inspektorat. s !

Sesuai dengan jabatan fungsional, audltor/pengawas pemerintahan
dikelompokkan sebagai Anggota Tim dan Ketua Tim. - ¢

Inspektur menyusun secara tertulis uraian tugas, kewehangan, dan
tanggung jawab masing-masing jabatan audltor/pengawas pemerintahan
tersebut. :

3. Menyeleksi Calon Auditor/Pengawas Pemenntahan Yang Memenuhi
Syarat ‘

Para auditor/pengawas pemerintahan haruslah orang-orang yang
mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan teknis dan kemampuan
untuk berkomunikasi dengan semua tingkatan pejabat/pegawai dalam
organisasi. Untuk mengisi lowongan auditor/pengawas pemerintahan,
Inspektorat dapat mengambil calon dari dalam organisasi ataupun dari
luar organisasi. Pengambilan dari dalam organisasi akan memudahkan
penyesuaian karena calon auditor/pengawas pemerintahan yang
bersangkutan telah mengenal organisasi dengan baik dan telah
mempunyai pengalaman sebagai pelaksana. Pengambilan pegawai dari
luar organisasi dapat diperoleh melalui seleksi PNS yang dilakukan oleh
unit yang memiliki kewenangan menyelenggarakan seleksi PNS.

Untuk mencapai mutu audit yang tinggi maka diperlukan kriteria
standar yang harus dimiliki para aud1tor/pengawas pemerlntahan yaitu
latar belakang pendidikan serta sikap dan perilaku.

Latar  belakang pendidikan para auditor/pengawas pemerintahan
serendah-rendahnya adalah Sarjana Strata-1 (S1) atau yang setara dan
memiliki' sertifikasi JFA/JFP2UPD serta diharapkan memiliki sertifikat
profesional seperti CIA, CISA, CFE, QIA atau PIA. Kompetensi teknis yang
harus dimiliki oleh auditor/pengawas pemerintahan adalah auditing,
akuntansi, administrasi pemerintahan, hukum komunikasi, dan teknik
substansi auditi. :

Sikap dan perilaku tertentu yang perlu d1m111k1 oleh seorang
auditor/pengawas pemerintahan adalah kemampuan untuk menyesuaikan
diri. Kemampuan untuk menyesuaikan diri diperlukan karena terdapatnya
suasana dan keadaan yang berbeda dalam melakukan audit.

a. Kemlampuan untuk memahami sesuatu.

Kemampuan - ini diperlukan karena - dalam melakukan audit,
auditor/pengawas pemerintahan akan selalu- berhubungan dengan
sesama manusia. Beragam keadaan manusia akan dgumpal dalam
audit. Ada yang menerima dengan sikap baik dan ada yang menerima
dengan sikap buruk. Auditor/pengawas pemerintahan harus dapat pula

- menyelami. i -



menyelami perasaan/kondisi orang yang dlhadapmya sehingga dalam
mengajukan pertanyaan yang produktif tldak mrmmbulkan rasa tidak
enak pada yang ditanya. -

b. Ketetapan hati.

Sikap perilaku ini diperlukan untuk mengatasi persoaian persoalan yang
berat yang dengan susah payah harus dilalui. Hanya dengan sikap
mental yang berketetapan hati para audltor/pengawas pemerintahan
akan dapat ‘menghadapi tekanan-tekanan yang dapat membuat para
auditor/pengawas pemerintahan menylmpang dan tuj uan audit.

4. Melatih Dan Menyedlakan Kesempatan Untuk Pendidikan

Berkelan_]utan Bagi Para Auditor/Pengawas Pemerintahan

Untuk mempertahankan dan atau memngkatkan mutu audit,
auditor/pengawas pemerintahan harus memelihara kompetensinya melalui
pendidikan profesional berkelanjutan, misalnya tentang pemutakhiran
metodologi dan standar audit, penilaian atas pengendalian intern,
sampling audit, statistik, akuntansi, pemeriksaan kinerja, dan sebagainya
‘yang terkait langsung dengan penugasan audit. Inspektur bertanggung
jawab untuk memastikan bahwa aud1tor/pengawas pemerintahan telah
memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan serta menyelenggarakan
dokumentasi tentang pendidikan yang sudah diselesaikan.

Unit yang melaksanakan fungsi ketatausahaan harus merancang
dan mengelola pelaksanaan pendidikan dan pelatihan -sedemikian rupa
sesuai dengan kebutuhan auditor/pengawas & pemerintahan dalam
melaksanakan tugas audit. Berdasarkan informasi dari Inspektur unit
yang melaksanakan fungsi tata usaha harus merencanakan pendidikan
apa yang harus diberikan kepada auditor/ pengawas pemerintahan untuk
memenuhi persyaratan keahlian di bidang audlt . Data - mengenai
pendidikan dan pelatthan yang pernah  diikuti- oleh setiap
'auditor/pengawas pemerintahan harus dikelola dengan baik agar
pelaksanaannya dapat d1ber1kan secara merata dan proporsmnal sesuai
dengan tugas-tugas setiap auditor/pengawas pemermtahan Pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan waktu .luang yang ada
sesuai dengan rencana penugasan yang telah ditetapkan. .

5. Menilai Kinerja Auditor/Pengawas Pemerintéhan"_

Penilaian kinerja auditor/pengawas pemerintahan tersebut harus
- mendasarkan pada penilaian kinerja per 'penugasén yaﬁg dilakukan
seorang auditor/pengawas pemerintahan dalam tahun .atau periode
penilaian yang bersangkutan. S, 8 sl” |

Penilaian kinerja auditor/pengawas pemerintahan dilakukan
minimal sekali dalam setahun. Penilaian - kinerja auditdr/pengawas
pemerintahan harus telah terpola melalui peraturan, dilaksanakan secara
konsisten, dan mudah dimengerti. Penilaian kinerja dilakukan dengan
terbuka, jujur, adil, dan obyektif serta mempunyai standar tertentu untuk
mengukur pelaksanaan kerja yang dilaksanakan secara konsisten.

Dalam  pelaksanaan  penilaian  kinerja. ~ auditor/pengawas
pemerintahan, penilaian dilakukan secara berjenjang, yaitu Ketua Tim
melakukan penilaian terhadap Anggota Timnya, Pehanggung Jawab Teknis
melakukan penilaian terhadap beberapa Ketua® Tim .yang berada di

bawahnyé. . Y ........



bawahnya, Penanggung Jawab menilai kinerja beberépa Penanggung
Jawab Teknis yang berada di bawahnya. Hasil per .ilaian yang diperoleh
hendaklah didiskusikan dengan auditor/pengawas pemerintahan yang
dinilai sehingga auditor/pengawas pemerintahan yang dinilai dapat
memperbaiki kinerjanya dan tidak salah pengertian jika kepadanya
terdapat perlakuan yang berbeda dengan audltor/pengawas pemerintahan

lainnya, misalnya dalam hal kenaikan pangkat.

Formulir penilaian kinerja auditor/pengawas pemerintahan atas
penugasan audit dapat dilihat pada Lampiran 29. -

Penilaian atas kegiatan audit tersebut ,dirﬁa_sdkkan ke dalam Kartu
Penilaian Auditor/Pengawas Pemerintahan yang bersangkutan bersama-
sama dengan penilaian kegiatan yang lainnya untuk kemudian ditotal dan

dihitung

rata-ratanya.

Kartu Penilaian ' Kinerja Auditor/Pengawas

Pemerintahan dapat dilihat pada lampiran 30.

JENIS-JENIS FORMUI;IR

JENIS FORMULIR -

TAHAPAN AUDIT
Rencana Strategis 1. Formulir Tujuan, Sasaran dan St.ratcg1 Audit i
Perencanaan Audit 2. Formulir Peta Audit i
: 3. Formulir Rencana Audit Jangka Menengah Limal
Tahunan |
4. Formulir Usulan Progrdm Kerja Audlt Tahunan [UPKAI)
S.  Formulir Program Kerja Audit Tahunan
Penyusunan Rencana 6. Formulir Kartu Penugasan |
dan Program Kerjal 7. Formulir Alokasi Anggaran Waktu Audit .
Audit pada ' Tingkat 8. Formulir Laporan Mingguan \
Tim Audit 9. = Program Kerja Audit |
10. Formulir Chek List Penyelesalan I’Pnugat;an :
11. Perencanaan |
- 12. Notulensi Kesepakatan : ;
Supervisi Audit 13. Formulir Lembar Reviu Supervisi "
Pelaksanaan Audit - 14. Formulir Laporan Mingguan Pengujian dan Evaluasi
- 15. Check List Penyelesaian Pengujian dan Evaluasi
Pelaporan Audit 16. Formulir Pengendalian Penyusunan Laporan
' 17. Formulir Reviu Konsep Laporan
L | 18. Formulir Check List Penyelesaian Laporan
Pemantauan = Tindak| 19. Formulir Konsep Temuan dan Rencana Tindak Lanjut
Lanjut Hasil Audit 20. Formulir Laporan Tindak Lanjut Tamuan Audit :
21. Formulir Laporan Pemantauan- deak LanJut I
22. Berita Acara Pemutakhiran Data ‘ ’
Tata Usaha 23. Rencana Audit Dilihat dari Objek Audlt
24. Perencanaan Petugas Audit
25. Anggaran Biaya Audit :
26. Rekapitulasi Anggaran Biaya o L |
27. Bon Peminjaman Berkas ' ' ' ?
28. Surat Tugas : !
29. Surat Penyampaian Temuan ' e ‘
Sumber Daya Manusia| 30. Penilaian Kinerja Auditor/ Pengawas Pemerintahan Atasi
Penugasan Audit ! ‘
31. Kartu Penilaian Kinerja Auditor/ Pengawas



Formulir Laporan Tindak Lanjut Tamuan Audit

Lanjut Hasil Audit 19.
20. Formulir Laporan Pemantauan Tindak Lanjut
_ : 21. Berita Acara Pemutakhiran Data
Tata Usaha 22. Rencana Audit Dilihat dari Objek Audit
23. Perencanaan Petugas Audit '
24. Anggaran Biaya Audit ,
25. Rekapitulasi Anggaran Biaya
26. Bon Peminjaman Berkas
27. Surat Tugas 7
28. Surat Penyampaian ’I‘emuan
Sumber Daya 29. Penilaian Kinerja Auditor [ Pengawas Pemenntahan
Manusia Atas Penugasan Audit
' 30.

Kartu Penilaian Kinerja' Auditor/Pengawas
Pemerintahan “af ok




TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI AUDIT

- Formulir KMA 1

*a



PETA-AUDIT "

Form KMA 2

PETUNJUK PENGISIAN :

o

5@ oo

Kolom 1 diisi dengan nama auditi, seperti nama Instansi, Kegiatan, Program, Kontrak
Kolom 2 diisi dengan besaran risiko hasil pengukuran res1ko yang telah dﬂakukan untuk tiap auditi
Kolom 3 diisi dengan nama penanggung Jawab

Kolom 4 diisi dengan nama penanggung jawab tekms

Kolom 5 diisi dengan nama ketua tim

Kolom 6 diisi dengan nama anggota tim .~ |
Kolom 7 diisi dengan nama tenaga tata usaha golongan IV

Kolom 8 diisi dengan nama tenaga tata usaha golongan IlI



i. Kolom 9 diisi dengan nama tenaga tata usaha golongan II

j. Kolom 10 diisi dengan jenis sarana laptop dan PC

k. Kolom 11 diisi dengan jenis sarana transportasi

1. Kolom 12 diisi dengan jenis sarana lainnya

m. Kolom 13 diisi dengan total dana p.ezjalanan dinas |

n. Kolom 14 diisi dehgan total dana untuk membayar tenaga ahli/laboratorium independen dll

o. Kolom 15 diisi dengan hal yang belum tertampung di dalam kolom yang ada
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Formulir KMA 4

USULAN PROGRAM KERJA AUDIT TAHUNAN
TAHUN AUDIT :
¢ 200

PETUNJUK PENGISIAN :

a. Kolom 1 diisi dengan nomor urut auditi oleh fungsi perencanaan
Kolom 2 diisi dengan nama auditi oleh fungsi perencanaan

Kolom 3 diisi dengan peringkat risiko yang telah diukur sebelumnya
Kolorn 4 diisi dengan pekan mulai audit oleh bidang teknis

Kolom 5 diisi dengan pekan selesai audlt oleh bidang teknls

-~ 0 a0 o

..'_Kolom 6 diisi dengan namamama audltor mulal dan Penanggung Jawab Penanggung J awab Tekms ketua tlm dan anggota tim oleh

: bldang tekms ' g : o o A o
.g- Kolom 7 diisi dengan Jenjang Jabatan dan masmg masmg auditor oleh bxdang tekms
h. Kolorn 8 diisi dengan Jumlah blaya yang dlsedlakan untuk audit oleh bldang teknis
| i. - Kolom 9 diisi dengan jumlah LHA yang akan diterbitkan oleh bldang teknis

J. Kolom 10 diisi dengan jumlah penugasan akan dilimpahkan ke bidang lain d_an dalam hal ini kolom kolom 4 s.d. 9 dikosongkan.

Diisi limpahan jika obyek tersebut adalah limpahan dari bidang lain.

\



Formulir KMA 5

PROGRAM KERJA AUDIT TAHUNAN
TAHUN 20...........

PETUNJUK PENGISIAN :

T @™o Ao oo

—

e

Kolom 5 diisi dengan pekan selesal audit oleh bidang teknis -

Kolom 1 diisi dengan nomor urut auditi oleh fungsi perencanaah

Kolom 2 diisi dengan nama auditi oleh fungsi perencanaan

Kolom 3 diisi dengan peringkat risiko yang telah diukur sebelurnnya

Kolom 4 diisi dengan pekan mulai audit oleh bidang teknis

Kolom 6 diisi dengan nama- nama aud1tor mulal dari Penanggung J awab pengendaﬁ tekms, Letua tim dan anggota t1m oleh
Kolom 7 diisi dengan j Jenjang Jabatan dari masmg—masmg audltor oleh bldang teknis '

Kolom 8 diisi dengan jumlah biaya yang disediakan untuk audit oleh bldang tekms

Kolom 9 diisi dengan jumlah LHA yang akan d1terb1tkan oleh b1dang teknis

Kolom 10 diisi dengan unit yang melakukan audit.

—(\\



| I
Formulir KMA 6

J PENUGASAN =

S W

0

O Q0 o

5 !—‘gx".—" - oo

oB

a. Nama Audm
b. No. File Permanen
c. Rencana Audit Nomor

d. Audit Terakhir Tahun
Alamat dan Nomor

. Telepon

Tingkat Resiko

. Unit/Aktivitas
. Tujuan Audit
. a. Nama Ketua Tim Audit

Nama Anggota Tim
b. Audit

a. Audit dilakukan dengan Surat

. Tugas No

b. Audit direncanakan mulai tanggal
Dan selesai tanggal

. Anggaran yang Diajukan
. Anggaran yang Disetujui
. Catatan Penting dari Penanggung jawab :

teknis/penanggung
jawab

Ketua Tim

PETUNJUK
PENGISIAN

............................................
........................................
.........................................

........................................
........................................

........................................

Lolak, oo, 20..
Mengetahul,

Penanggung Jawab Teknis

Kolom nornor diisl dengan nornor urut kartu penugasan

Kolom narna auditi diisi dengan nama auditi yang akan diaudit

Kolom nornor file perrnanen diisi dengan nomor urut file permanen auditi
Kolorn nornor rencana audit diisi dengan nomor rencana audit tersebut

Kolom audit terakhir diisi dengan tahun terakhir dilakukannya audit .

Kolom alarnat dan nomor telepon diisi dengan alarnat dan nomor telepon

auditi

Kolom tingkat risiko diisi dengan hasil perhltungan r151ko auditi tersebut
Kolom nama ketua tim dan anggota tirn diisi dengan nama ketua dan anggota

yang bertugas.

Kolom nomor surat tugas diisi dengan nomor surat tugas audit tersebut
Kolom tanggal mulai dan selesainya audit cukup jelas

Kolom anggaran yang diusulkan diisi dengan jumlah anggaran yang diusulkan
Kolom anggaran yang disetujui diisi dengan jumlah anggaran yang disetujui

. Kolom catatan penting diisi dengan catatan yang dlberlkan oleh pengendali

teknis atau Penanggung Jawab yang bersangkutan ‘
Kolom tanggal diisi dengan tempat dan tanggal penul;san"kartu penugasan
Kolom tanda tarigan ketua tim dan Penanggung Jawab Teknis cukup jelas

¥



ALOKASI ANGGARAN WAKTU WAKTU AUDIT
(hanya jam-jam efektif)

Formulir KMA 7

Nama Audit ST . =, R - Sasaran Audit

Disusun Oleh ..o s il ‘ Disetujui Oleh

.....................

---------------------

PEKERJAAN-PEKERJAAN PERSIAPAN :

[J Pembicaraan pendahuluan (koordinasi)
= Survey pendahuluan {pengendalian
internal, data permanen dsb)

1 Penyusunan Program Audit
PELAKSANAAN AUDIT :

[l Pengujian dan evaluasi pengendalian
manajemen . _

(1 Analisis prosedur yang mengandung -
kelemahan o sl '
71 Analisis data operasi/kegiatan:
organisasi s em

(1 Menyusun daftar temuan

I Mengembangkan temuan

I Mengkomunikasikan temuan interim
Membicarakan tindakan koreksi atas
temuan




000000Meneliti kelengkapan KKA
0 Pembahasan Ketua Tim,
Penanggungjawab Teknis, dan| : -
- Penanggungjawab ' ; ‘
0 Mengkomunikasikan temuan

0 Penyusunan Laporan

[0 Hal-hal lain

Jumlah yang
dianggarkan

PETUNJUK PENGISIAN :
a. Kolom nama auditi diisi dengan nama auditi yang diperiksa
Kolom disusu oleh diisi dengan nama penvusun alokasi anggaran waktu audit

Kolom sasaran audit diisi dengan sasaran audlt yang telah dltetapkan .

= O =)

PENYELESAIAN PEKERJAAN
Kolom disetujui oleh diisi dengan persetujuan yang dlbenkan oleh penanggungjawab teknls/ penanggungjawab
|

o,

Kolom 1 diisi’ dengah Jems pekerjaan yang akan dxlaksanakan Dalam pelaksanaan butir- butlr tersebut ‘dapat dlkembangkan sequa1
kondisi : by S

Kolom 2 diisi dengan nama ketua tim dan anggota tim yang dltugaskan

Kolom 3 diisi dengan tanggal pelaksanaan peketjaan

5 R

. Kolom 4 diisi dengan perkiraan waktu yang akan dipakai untuk melakukan -pekei-je_lan_"c_er‘sebut

e

Kolom 5 diisi dengan perkiran biaya yang akan dipakai untuk melakukan pekerjaan tersebut

Kolom Jumlah diisi dengan jumlah jam yang dianggarkan dan jumlah biaya yang dianggarkan

| S

¥



Formulir KMA 8

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN PERENCANAAN AUDIT PADA TINGKAT TIM AUDIT

Nama Auditi Ketua Tim Penanggung Jawab Teknis
Alamat |
No. Surat
Tugas Tanda tangan Tanda tangan
Nama Auditor _ _ | Ty, PR e..) 1l i)
. Tgl | Prosedur .~ | RealisasiJam | Anggaran Jam | RealisasiBiaya | Anggaran Biaya_

1 2 3 B 6

Total

Catatan :

PETUNJUK PENGISIAN : _
a. Kolom auditi diisi dengan nama auditi yang akan diaudit -

. Kolom alamat diisi dengan alamat auditi

b _ .
c. Kolom No. Surat Tugas diisi dengan nomor surat tugas perencanaéri‘t'ersébu't'
d

. Kolom nama auditor diisi dengan nama auditor yang akan bertugas

0

Kolom 1 diisi dengan tanggal sejak mulai ditugaskan dalam perencanaan

I

Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan ketua tim dan penanggung jawab teknis



0

Kolom 2 diisi dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan

Kolom 3 diisi dengan realisasi waktu yang dipakai untuk mengerjakan kolom 2

Kolom 4 diisi dengan anggaran waktu yang disédiakan untuk pekerjaan kolom 2
Kolom 5 diisi dengan realisasi biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan kolom 2
Kolom 6 diisi dengan anggaran biaya yang ditetapkan untuk mengérj akan hal tersebut

Kolom catatan diisi dengan hal uang dipandang perlu untuk diketahui




Fo'rmulir KMA 9

= | e d '~ PROGRAM KERJA AUDIT _ .
. Unit : . ; o
Orgamsa31/Program/Keg1atan Ny e o . ]
Tahun - . e . & s . ]

. Dikerjakan Oleh ) . ' . .

PETUNJUK PENGISIAN
a.Kolom unit organisasi, program, kegiatan diisi dengan nama unit yang bersangkutan

b.Kolom tahun diisi dengan tahun audit tersebut
c.Kolom dlkerjakan oleh diisi dengan nama penyusun program audit tersebut
d.Kolom 1 diisi dengan nomor urut ' -
= ;' e Kolom 2 d1131 dengan tujuan audlt yang hendak dlcapau
f Kolom 3 dllSl dengan prosedur ukuran sampel metode dan waktu yang akan dipakai
- g. Kolom 4 dus1 dengan anggaran waktu yang dlperlukan
h. Kolom 5 diisi dengan nama audltor yang bertugas
. Kolom 6 diisi dengan realisasi waktu yang dipakai untuk melaksanakan kolom 3

. Kolom 7 diisi dengan nomor KKA sebagai pengendali arsip




Formulir KMA 10

CHECK LIST

PENYELESAIAN PENUGASAN PERENCANAAN AUDIT

ar iis‘_Dilakukan udah/Belum| -
i Jisdy Penyelesaia

%

n

2

3

4

Sudahkah dibuat Kartu Penugasan

Sudahkah  dikembangkan ‘Tujuan  Audit,

Lingkup Pekerjaan, Penaksian Resiko Segmen

Kegiatan

Apakah sudah diperoleh :

Misi, .tujuan dan rencana pelaksanaan
Informasi organisasi

KKA terakhir

Filelpermanen

LHP auditor ekstern

Data pémbanding

O 0o ooo g o

Anggaran
Literatur teknis

Adakah perubahan auditor dari rencana semula

? SIS S

Jika ada perubahan apakah sudah dibuat |

Memo persetujuan dan sudah dilampirkan ke

Kartu Penugasan di Penangung jawab

Apakah sudah dibuat rapat koordinasi

Apakah sudah dibuat ringkasannya dan telah |-

didistribusikan o

Apakah sudah dibuat persiapan survei pendahUiuén

Apakah survei pendahuluan sudah dilaksanakan

10

Apakah telah dibuat ikhtisar hasil survei

11

Apakah telah ditulis program audit

12

Apakah program audit telah mengacu pada
program baku dan hasil pengumpulan

informasi

13

Apakah program audit telah mendapat

persetujuan penanggung jawab teknis

]



o

Apakah tahapan pekerjaan telah sesuai dengén_
anggaran waktunya :

Pengumpulan informasi awal
Penetapan staf audit
Rapat pendahuluan

Survei pendahuluan

O o0oo0ooaqao

Penulisan program audit
Persetujuan program audit

Penetapan tujuan, lingkup dan penaksiran resiko

15

Apakah kertas kerja audit perencanaan telah

selesai dikerjakan

Penanggung Jawab

Diketahui :

Dibuat tanggal :

| .Penanggung Jawab
* “Teknis -

T_andé tangan




F ormuhr KMA

11
- NOTULENSI KESEPAKATAN -
Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara tim audit dengan auditi
pada :
Hari
Tanggal
Waktu
Dihadiri Oleh |
Tim Auditi :  Tim Auditor: |
L syl PR, .
" SN (R puemepes D sunvaveomuppernmiommmasiion
<. TN S S . (R R SPTIOE.
Diperoleh Késepakatan Sebagai Berikut
Tujuan aucht
- Proseduraudltya.ng akan dilaksanakan adalah sebagm r
berikut : |
O o
O o
Waktu pelaksanaan
2. audit
Survei - 4 |
0 pendahuluan B mnnnans ansansummme s s AN R SR EEE 5 .
0 Pelaksanaan audit :......ccooiiiiiiiiiinin. ............ |
00 Penyelesaian lapOoramn f........cceeeeeeuniiiinniiiiiiiiineerie e ecionn
3. Tim audit yang akan ditugaskan : |
Peniangaiuiig JAWab '..ciinsse s evenenenebensons ‘.A .....
O Penanggung Jawab Teknis : ........ |
O Ketua THD iicecciremmsmmesmmsosiosinsimmmamimmstoonisiso i
0 Anpgobs T Tusemesnmisumuivisssmisr s sy L
[ Abporta TN B s anmras v ibysosa e :
B KEEHOTE. THHL Sonnes svosnssnmmmmss sinst ek SR R AR AR S U R S Y T S RS
4. Dalam pelaksanaan survei dan audit, yang akan dihubungi adalah ... . |
............... Survei pendahuluan akan dllakukan oleh tim auditor 1
telepon  seperti audit |
biasa, namun tidak mendalam dan tidak rinci. Pelaksanaan audit akan |
dilakukan terhadap area yang telah difokuskan berdasarkan hasil survei
pendahuluan. ' .
. ARNUNIUN. . oY RTINS TSN '




6. Prosedur pelaporan dan tindak lanjut akan mengak;u pada standar audit SPIP
dan tindakan koreksi terhadap rekomendasi __terhu;in audit paling lambat |

akan dilakukan dalam waktu 40 hari setelah taﬁggal keSepakatan ditetapkan

7. Seluruh biaya yang terjadi selama audit ditanggung oieh_ kantor tim audit.

................. 20.
Perwakilan Auditi Perwakilan Auditor
i
Sy |
Tanda tangan . Tanda tangan f
. ) oo oo !
PETUNJUK PENGISIAN :

a. Kolom auditi diisi dengan nama auditi yang diaudit

b. Kolom ha‘m'; tanggal dan waktu diisi sesuai dengan saat dilakukannnya rapat
kesepakatan | 'A -

c. Kolom tim auditi diisi dengan nama tim yang me.r'nbuat kesepakatan

d. Kolom tim auditor diisi dengan nama auditor yang ;bertugés.

e. Nomor 1, tujuan audit diisi dengan tujuan utama audit dan untuk prosedur
audit diisi dengan. prosedu'r-prosecblur‘ pokok yaﬁg akan diléksanakan ;

f. Nomor 2, diisi derigan tanggal mulai sampai dengan._taniggal' selesai

g. Nornor 3, diisi dengan nama Penanggung Jawab, Penéﬁ'ggur;g Jawab Teknis,
ketua tim dan anggota tim | T

h. Nomor 4, diisi dengan nama pejabat/petugas audm 3ang akan menjadi
kontak person bagi para auditor

i. Nomor 5, diisi untuk hal lain yang perlu dlungkapkan lag1

b Nomor 6 dan 7 cukup jelas '

k. Kolom tempat dan waktu diisi sesuai dengan ternpat dan waktu dibuatnya
kesepakatan :

1. Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan pc;:rwékiléin .auditi‘ dan auditor
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LEMBAR REVIU SUPERVISI

Tanda Tangan
Nama

Tanggal

Nama Auditi ...
Nomor Surat .o
Tugas .. "
Periode =
Audit ...
Ketua Tim T
Peényelesai
an Persetujuan
4 5
1 |
2
b 3 L
| Pengngung Jawab
Teknis,

PETUNJUK PENGISIAN

a. Kolom nama auditi diisi dengan nama auditi yaﬁg dia_udit' .

o

Kolom nomor surat tugas cukup jelas

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

o™ oo oo

anggota tim atas permasalahan atau komentar dari penanggung jawab teknis

atau penanggung jawab

i. Kolom 5 diisi dengan paraf penanggung jawab teknis atau penanggung jawab

sebagai tanda persetujuan atas penyelesaian yang dilakukan oleh ketua tim

dan anggota tim yang bersangkutan

j. Kolom tanda tangan dan nama diisi dengan tanda . tangan dan nama

Kolom 2 diisi dengan permasalahan atau komentar

Kolom 3 diisi dengan nomor indek atau nomor kode KKA

penanggung jawab teknis yang bertanggung jaw'ab.-‘ >

Kolom periode audit diisi dengan periode dilakukannya audit tersebut

Kolom ketua tim diisi dengan nama ketua tim yang bertanggung _jawab

Kolom 4 diisi dengan penyelesaian yang dilakukan ‘oleh ketua tim atau

k. Kolom tanggal diisi dengan tanggal dilakukannya proses reviu tersebut.

)
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Kolom Penanggung Jawab Teknis dan ketua tim serta tanggal cukup jelas

Kolom 1 diisi deﬁgéﬁ 'tanggal dalam minggu yang bersangkutan |

Kolom 2 diisi dengan prosedur audit yang dilaksanakan oleh anggota tim atau ketua tim yang bersangkutan
Kolom 3 diisi dengan realisasi waktu untuk prosedur audit I;ada ‘minggu-yang dilaporkan

Kolom 4 diisi dengan realisasi waktu untuk prosedur audit kumulatif dari mmggu sebelumnya ditambah dengan realisasi waktu
minggu yang dilaporkan

Kolom 5 diisi anggaran waktu yang ditetapkan dalam progrém audit untuk prosedur yang bersangkutan
Kolom 6 diisi dengan realisasi biaya total untuk auditor yang bersangkutan pada rninggu pelaporan
Kolorn7 diisi dengan biaya total kumulatif bagi auditor yang bersangkutan

Kolom 8 diisi dengan total anggaran biaya yang telah ditetapkan bagi auditor yang bersangkutan

Kolom nama auditor diisi dengan nama auditor yang bertugas.

Kolom analisis penyimpangan dilakukan oleh ketua tim dan Penanggung Jawab Teknis sesuai dengan kejadian yang ada di

lapangan.



CHECK LIST
AIAN PENGUJIAN DAN EVALUASI

Keterangan

2

&

dilakukan
enugasan kepada anggota tim

Sudahkah penjelasan |

Sudahkah dibuat perencanaan audit &

Sudahkah dilakukan audit sesuai
program audit

Sudahkah dilakukan reviu terhadap
hasil kerja anggota tim

Sudahkah direviu oleh Penanggung
jawab teknis :

Reviu I tanggal

Reviu II tanggal

Reviu 11l tanggal

Reviu [V tanggal

Sudahkah hasil reviu ditindaklanjuti
oleh anggota tim

Sudahkah anggota tim membuat KKA
dan disimpan pada tempat yang telah
disiapkan' untuknya

Sudahkah KKA dikerjakan oleh Ketua |
Tim dan disimpan pada tempat yang
telah disiapkan sebelumnya |

Sudahkah dibuat ringkasan arahan
review dari Penanggung Jawab Teknis

Sudahkah Hasil review Penanggung
Jawab Teknis ditindaklanjuti oleh tim

10

Sudahkah dikembangkan temuan hasil
audit dan rekomandasi perbaikan

11

Sudahkan dilakukan komunikasi
temuan dan rekomendasi perbaikan
dengan manajemen auditi

12

Sudahkah dipercoleh kata sepakat atas
rekomendasi yang diberikan

13

Adakah  Penanggung Jawab
melakukan reviu : Reviu [ tanggal
Reviu II tanggal
Reviu III tanggal

14

Sudahkah dibuat ringkasan hasil reviu ]
enanggung jawab

15

Sudahkah  dilakukan penambahan|
simpulan hasil audit :
0 Di Tim Pemeriksa

0 Dengan Penanggung  jawab
teknis

O Dengan Penanggung jawab

16

Sudahkah hasil reviu penanggung jawab
ditindaklanjuti oleh Tim |

16

Sudahkah dilakukan penyusunan

dokurnentasi hasil audit

SN

o



) & 4

Sudahkah dokumentasi ha_sil audit
dibahas

O Ditim
O Dengan Penangung jawab teknis
0 Dengan Penanggung jawab

18

Sudahkah - dilakukan penelaahan

kesesuaian KKA dengan tujuan audit

0 Dengan Penanggung  jawab
teknis 1

0 Dengan Penanggung jawab

19

Sudahkah dilakukan penelaahan
kesesuaian KKA dan isinya dengan
standar audit APIP |

0 Oleh tim

0O Dengan Penanggung  jawab
teknis

O Dengan Penanggung jawab

Direviu oleh Tanggal

Penanggung Jawab
Teknis

PETUNJUK PENGISIAN

a.

b.

Kolorn 1 diisi dengan nomor urut

Diisi Oleh

Ketua Tim .. /.

Kolom 2 diisi dengan prosedur kerja yang harus dilék"ukan*

Kolorn 3 diisi dengan kondisi penyelesaian

Tan gga_l '

Kolom 4 diisi denpan kondisi penyelesaian vang sudah dilaksanakan

Kolom 5 diisi dengan catatan yang diperlukan

Kolorn Diisi oleh diisi dengan data narna ketua tim dan tanggal pengisian

Kolorn Direviu diisi dengan data nama Penanggung Jawab Teknis dan tanggal

reviu tersebut.



Formulir KMA
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PENGENDALIAN PENYUSUNAN LAPORAN
INFORMASI UMUM
Nama Auditi Tanggal Kartu.
Alamat No. PKAT
RMP
Telepon RML ‘
Tujuan Audit Ketua Tim
Periode yang Penanggung Jawab
Diaudit ‘ Teknis® ‘ -
Nomor Kartu - . i
Penugasan Penanggung Jawab .
. TAHAPAN 5 -
PENYELESAIAN "
K NAM A TANGGAL
- Mulai Selesai
1 2 o 3 4

e
.

R O™ e Ao

. Diserahkan ke Inspektur

Diserahkan oleh' Ketua Tim kepada
Penanggung Jawab Teknis |
Diserahkan oleh Penanggung Jawab
Teknis kepada Penanggung Jawab
Diserahkan ke sekretariat untuk diketik
Diserahkan ke petugas reviu
Diperbaiki oleh sekretariat

Dicopy dan dijilid

Diserahkan ke Penanggung Jawab

Diserahkan kepada Pimpinan Organisasii
Didistribusikan kepada: |
1. Auditi
2. Pimpinan Organisasi
3. BPK
4. Arsip \

PETUNJUK PENGISIAN

a. Kolom informasi umum diisi dengan data yang berhubungan dehgan audit

v



® ™0 Ao

Kolom 1 diisi dengan uraian tentang langkah pekefjaén yang ditempuh dalam
pelaporan ' _ Sy _

Kolom 2 diisi dengan nama personal yang bertariggﬁng ja.wab

Kolom 3 diisi dengan tanggal yang berhubungan dengari.'kt_agiatan tersebut.
Kolom 4 diisi déngan ............... SR I

Kolom 5 difsl dengan ...cissssemsnsavnsons _

Kolom 6 diisi dengan ...........cceeveeennen
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REVIU KONSEP LAPORAN
Penanggung Jawab Teknis / Penanggung Jawab

| i Némia Auditi :

Kartu Penugasan :

Pengendali Teknis

Tanggal

PETUNJUK PENGISIAN :

a. Kolom nama auditi dan No. Kartu Penugasan cukup Jelas

b. Kolom 1 diisi dengan nomor urut

c. - Kolom 2 diisi, dengan halaman LHA _

d. Kolom 3 diisi dengan’ uraian tentang masalh yang dljumpal

e. Kolom'4 diisi dengan Nomor KKA _
Kolom 5 diisi dengan penyelesalan terhadap masalah tersebut

Kolom 6 diisi dengan nama dari pe-reviu

= @

Kolom 7 diisi dengan catatan yang diperlukan dalam proses pembuatan laporan

(o

Kolom Penanggung Jawab Teknis dan tanggal diisi dengan nama Penanggung Jawab Teknis dan tanggal pekerjaan

Y




CHECK LIST
PE
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RAN

NYELESAIAN LAPO
5 ,{;‘f,:“ T -

" [Sudah/Belum

Ket

3

RINGKASAN PIMPINAN

|Ringkasan pimpinan menyajikan

overview ringkas atas auditi, tujuan
audit, ruang lingkup, referensi atas
kriteria audit, metodologi audit, dan
simpulan hasil audit atas setiap

tujuan audit

BODI LAPORAN

Kecukupan informasi latar belakang audit

Tujuan audit dan kriteria yang berkaitan

Ruang lingkup audit sudah dinyatakan
secara jelas

Jadwal audit, metodologi, standar
audit yang diacu. Jika ada standar
vang tidak diikuti, penjelasan yang

memadai telah dibuat

Hasil observasi yang mendalam yang
berkaitan déngan tujuan dan kriteria
audit  telah diperoleh untuk

mencapai simpulan audit

Setiap observasi berisi pernyataan
kondisi, kriteria, penyebab, dampak

dan rekomendasi.

Bukti yang cukup dan persuasif
telah dikumpulkan untuk

mendukung setiap observasi

Temuan yang bisa dikuantifisir telah
dihitung secara memadai

10

Rekomendasi  yang = diberikan  telah

mengikuti alur logis dari hasil observasi
dan penyebab, jelas dan cost-effective,

ditujukan kepada pihak yang berkompeten

11

Simpulan telah disajikan untuk setiap
tujuan audit dan telah didukung dengan

bukti yang persuasive

]



12

[Lampiran-lampiran yang disajikan memang

menambah nilai laporan

FORMAT LAPORAN

13

Daftar isi yang menggambarkan struktur
laporan dan judul yang sama dengan judul
pada halaman bodi

14

Judul dan huruf yang konsisten

15

Bagan dan gambar telah dirujuk secara

memadai dalam bodi laporan

16

Struktur kalimat dan paragraf yang mudah
dipahami

17

Singkatan-singkatan telah
didefinisikan

18

Bahasa dan terminologi yang mudah

dipahami

19

Tata bahasa dan penulisan kata

yang tepat

20

Lampiran disajikan secara seragam dan

dirujuk pada bodi laporan

21

Secara keseluruhan, laporan sudah jelas

dan tepat

LAIN-LAIN

22

Penyusunan telah melalui proses reviu :
Penanggung Jawab Teknis
Penanggung Jawab

25

Distribusi = laporan telah sesuai
o ,

ketentuan

Direviu oleh,

Penanggung Jawab Teknis

Diisi oleh,

PETUNJUK PENGISIAN:

a. Kolom 1 diisi dengan nomor urut

b.Kolom 2 diisi dengan uraian tentang pekerjaan yang dilakukan

c. Kolom 3 diisi dengan kondisi pekerjaan

e. Kolom indentitas diisi dengan pengisi formulir dan pre\'{iu'nya.

]

Ketua Tim :



Auditi
Periode Audit

Nomor Surat Tugas

Nomor LHA |

Nomor Formulir Péﬁyampaian
Disampaikan Tanggal

Rapat Penutupan Audit Tanggal

3

Formulir KMA 18

KONSEP TEMUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

e

Penanggung Jawab
Teknis

PETUNJUK PENGISIAN : _
a. Kolom inforasi umum cukup jelas
b. Kolom 1 diisi dengan nomor urut

c. Kolom 2 diisi dengan kondisi yang ditemukan
d. Kolom 3 diisi dengan kriteria yang dipergunakan

Ketua Tim




® . * L]
- -
" A4

5o e o

[,
.

L

Kolom 4 diisi dengan penyebab terjadinya kondisi tersebut

Kolom 5 diisi dengan akibat yang mungkin terjadi karena kondisi tersebut
Kolom 6 diisi dengan rekomendasi yang diberikan auditor

Kolom 7 diisi dengan rencana tindak lanjut yang direkomendasikan
Kolom 8 diisi dengan komentar auditi atas rekomendasi yang diberikan

Kolom 9 diisi dengan komentar auditor atas komentar auditi
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LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT -

Nomor Surat :

......................................

INFORMASI UMUM

Instansi/Unit e

Bagian/ Keg_iatan yang:

dEgde | 2020 0 sseousesess '
No/T LHA oo |
No. Formulir Penyampaian ..................... |
No. Temuan = =

No. Rekomendasi = cciviiiiieiiiiannn.

- Tanggal G, S P—
Perihal et
Eksem'plar : ...... BT

Tindak Lanjut yang telah dilakukan :

Tanggal Penyelesaian :

Pimpinan Auditi

Penanggung Jawab Teknis

PETUNJUK PENGISIAN :

a. Kolom informasi umum diisi dengan data tentang audit umum

b. Kolom tmdakan koreksi dlisi dengan uraian f.én’_tang. tindakan yang telah

dilakukan .

c. Kolom tanggal penyelesaian cukup jelas

d. Kolom pimpinan auditi dan Penanggungjawab Teknis cukup jélas



' Formulir KMA 20

LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT

Nomor Surat :

....................

INFORMASI UMUM

Nama AUditi s
Alamat 3 et R
J:".“"-"_:"Reko‘men'das'i Tinﬂ_éak Lahjut Keterangan
< - 6
| .
2
3 B
1
4
5
Tim Pemantau Tindak Lanjut
| |
|
Levsaams sman i nmmam s e ) |
PETUNJUK PENGISIAN :

a. Kolom nomor surat diisi dengan nomor surat laporan tiﬁdak-‘ 1anjut

o

‘Kolom informasi umum diisi dengan nama auditi dan alamatnya

kolom 1 diisi dengan nomor urut

a0

Kolom 2 diisi dengan nomor Laporan Hasil Audit .
Kolom 3 djiSi‘dengan uraian hasil temuan |
Kolom 4 diisi dengém rekomendasi auditor

Kolom 5 diisi dengan uraian tentang tindak lanj ut

oorR o0

. Kolom 6 diisi dengan keterangan atas status tindak lanjut’

pta

Kolorn ﬁelaksana tindak lanjut diisi deng'an‘ nama orang

melaksanakan tindak lanjut

yang



' "~ Formulir KMA 21
BERITA ACARA PEMUTAKHIRAN DATA
Temuan Audit yang Belum Ditindaklanjuti
Sampai Dengan Lebih dari 1 ;Bulan‘ |
pada instansi .................

Pads Iiari 181, causasssoes ; Tl st telah dilakukan pemutakhiran
data temuan audit ‘ ¥4 s

yang belum ditindaklanjuti bulan ............ sd ... - oleh auditi
............................. yang dihadiri : -

Dalam proses pernutakhiran ini telah dilakukan rek'on_siliasi.,dan pemutakhiran

data atas ternuan audit APIP dengan hasil sebagai berikut

‘Temuan
; - Setelah
Tindak Lanjut k ‘
i ' 53 Pemutakhiran
idml 0 [ Nilai FUml - Nilai
) | iTemuan | /(Rp) | Temuan: (Rp) | Temuan: - | (Rp)
1 2 3 5 S5 6 .|: ST - 8

Rincian ternuan per LHA terdapat dalam lampiran berita acara inii dan merupakan

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Berita Acara ini.
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dlgunakan
sebagaimana mestinya. :

Pimpinan Auditi | "~ Pimpinan APIP

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom iﬁstansi diisi dengan nama auditi ,

Kolom hari dan tanggal diisi sesuai dengan saat pemutakh1ran data
Kolom personal yang hadir diisi sesuai dengan yang hadir

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan nomor dan tanggal LHA

Kolom 3 dan 4 diisi data jumlah temuan dan nilai sebelum pemutakhiran

Kolom 5 dan 6 diisi data jumlah temuan dan nilai saat tindak lanjut

PRt oo

Kolom 7 dan 8 diisi data jumlah temuan dan nilai setelah pemutakhiran

o

Kolom pimpinan auditi diisi dengan nama dan tanda fangan
Kolom pimpinan APIP diisi dengan nama dan tanda tangan .

)

.



- Formulir KM-A 22

RENCANA AUDIT DILIHAT DARI OBJEK AUDIT

TAHUN 20.... .
Bulan / Kode Nama
Auditor ‘ :
A b A I A e e T o244 3: 124 | 54-6:4 74 8 9.:: 101 11 |12
1 2 '3 4| 5| 6|7|8|9|10(|11(12]13|14]15
1 j | _
2 _ — ]
3 ' ;
PETUNJUK PENGISIAN :

a. Kolom 1 diisi dengan nomor urut _,
b. Kolom 2 diisi dengan nama auditi yang akan diaudit :

c. Kolom 3 diisi dengan sasaran audit
d

. Kolom 4 sd 15 diisi dengan tanda yang menunjukkan waktu dilaksanakan



Formulir KMA 23

PERENCANAAN PETUGAS AUDIT [AUDITOR/ P2UPD)

16

nnnnn

17

1- ¥

20

‘2r1,

292

(23

24

25

26

27

[z

NS -

PETUNJUK PENGISIAN :

a. Kolom 1 diisi dengan nomor urut

b. Kolom 2 d11s1 dengan nama Audltor/ P2UPD yang akan dltugaskan _

B Kolom 3 28 dnsl dengan tanda waktu pelaksanaan o



Formulir 24

ANGGARAN BIAYA AUDIT
TAHUN 20XX

g um_lah

Hari |Transpor
6 7

Lumpsum
S o

|

Jumlah

PETUNJUK PENGISIAN :

R -

[=ree

Kolorn 1 diisi dengan nornor urut

Kolorn 2 diisi dengan nama auditi

Kolom 3 diisi dengan tujuan audit

Kolom 4 diisi dengan nama petugas

Kolom 5 diisi dengan jabatannya

Kolom 6 diisi dengan jumlah hari audit
Kolom 7 diisi dengan rupiah uang transpor
Kolom 8 diisi dengan rupiah uang lumpsum

Kolom 9 diisi dengan jumlah uang transpor dan mmpsum |
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REKAPITULASI BIAYA AUDIT
TAHUN 20...

HOTEL, DLL | JUMLAH
~a \ 5

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus b . e ‘
September = -
Oktober

Nopember

Ll

Desember . 7
Jumlah ‘ : J

PETUNJUK PENGISIAN :

a. Kolom 1 diisi dengan nama bulan

b. Kolom 2 diisi 'denlgan jurnlan uang transpor
C. Ko_lom 3 diisi dengan jumlah uang lumpsum
d. Kolorn 4 diisi dengan jurnlah hotel dll

e. Koiom 5 diisi dengan jumlah (2+3+4)
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SURAT PENYAMPAIAN TEMUAN

Daftar temuan ini disampaikan untuk dibahas.

Bersama ini kami sampaikan daftar temuan yang telah _dibah'as déngan,Saudara
A, B, dan C yang bertanggung jawab dalam bidai}g thashyzi-masing—masing.
Mereka telah menyetujui hal-hal yang dimuat dal’ar'l:jl da_ftéu‘ temuan. Kami
mengharapkan saudara dapat mempelajarinya dengan éelcSarn“a dan apabila

Saudara tidak berkeberatan, kami ingin membahasﬁyéi berséma pada tanggal

......................

Atas perhaﬁan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim ‘Audit,

PETUNJUK PENGISIAN |

a. Kolom képada diisi dengan nama pimpinan tertinggi dari auditi

b. Kolom dé'ridiisi dengan nama ketua tim audit

c. Kolom pe.n'hal diisi dengan rnaksud surat atau penyampaian daftar temuan
d. Kolom tanggal diisi dengan tanggal diinginkannya pembahasan

e. Kolom ketua tim audit diisi dengan nama dan tanda tangan ketua tim audit



Formulir KMA 27

FORMULIR PENIIAIAN KINERJA AUDITOR / PZUPD ATAS
PENUGASAN AUDIT

Nama
Status dalam Tim

Nama Ketua Tim _
Nama Penanggung Jawab Tekms

Nama Penanggung Jawab

' Pangkat

Fungsi- yang

diaudit

Obyek yang

diaudit

Periode )

No. Surat Tugas

Paraf dan
tanggal

Nai’na Penilai

Paraf dan
tanggal

__Nilai Yang Diberikan
i & A ;- D 3 | Jumlah
1 2 3 . 5 1 6 - 7
b 1 o . )
2
3
Total
Penilaian
Nilai Rata-
Rata
Penilai : Mengetahui,
1. Nama Penilai Inspektur

PETUNJUK PENGISIAN :

a.
b.

5 Rom e oA

i s

Kolom nama diisi dengan nama auditor yang akan dinilai

Kolom status diisi dengan jabatan ybs dalam tim audlt

Kolom nama ketua tim, pennanggung jawab tekms dan penan ggung jawab,

cukup jelas

Kolom pangkat diisi dengan pangkat dari auditor yang dinilai : :

Kolom fungsi yang diaudit diisi cukup jelas

Kolom obyek yang diaudit diisi dengan nama auditi

Kolom periode diisi dengan keterangan periode penilaian .

Kolom surat tugas, cukup jelas

Kolom 1, diisi dengan nomor urut




4

e e

e B B

'

Kolom 2 41151 dengan uraian tugas yang d1laksanakan
Kolom 3 d1131 dengan kode uraian tugas ‘

Kolom 4.5 dan 6 disi dengan nilai yang dlberlkan oleh masmg—masmg penilai.

. Kolom 7 dus; dengan jumlah nilai yang diberikan, _]umiah_dan rata-ratanva

Kolom penﬂai diisi dengan nama, paraf dan tanggal pénilaian

Kolom pxmpman APIP diisi dengan nama dan tanda tangan dari pimpinan APIP
tersebut.

Nilai tertmggi 10 dan terendah 1. N . .
Penilai anggota tim adalah Ketua Tim dan Penanggﬁhg Jaﬁab Teknis
Penilai Ketua Tim adalah Penanggung Jawab Tekms Audlt dan Penanggung |
Jawab Audit. :

Penilai Penanggung Jawab Teknis Audit adalah Penanggung Jawab AU dit dan
P1mp1nan Unit Auditor Intern. '

Pemlal mungkm terdiri dari 3 orang jlka seorang Ketua Tim di awasi oleh 2
Penanggung Jawab Teknis karena pada penode audlt Penanggung Jawab

Tekmsnya dlganu



PETUNJUK PENGISIAN : ‘
a. Kolom jabatan/pangkat diisi dengan jabatan auditor yang dinilai

Kolom penilaian diisi dengan periode yang dilakukan pe_niIa_iéh

Kolom 1 diisi dengan nornor urut

& O ¢

Kolom 2 diisi dengan uraian tentang kegiatan
Kolom 3 diisi dengan nomor surat tugas
Kolom 4 diisi dengan nilai yang diberikan, total dan rata-fatanjfa

Kolom 5 diisi dengan keterangan yang diperlukan

5RO 0

. Kolom lain-lain diisi dengan nama pejabat TU, tanggal pengadministrasian

dan komentar ringkas atas seluruh penilaian. /1
BUPATI BOLAANG MONGONDOW, |
e |
% = &

o 7Y STI SQEPREDJO MOKOAGOW
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KARTU PENILAIAN KINERJA AUDITOR/P2UPD

Nama
Jabatan /Pangkat

Periode Penilaian

. Keterangan

| No. Surat Tugas

3

' Nilai .

III | Kegiatan

IV | Kegiatan Lainnya :

V | Kompetensi Auditor/P2UPD

. Total

Rata-rata

‘Nama

Komentar

Pejabat Tata Usaha

Tanggal Administrasi

.......................................

P T



